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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 

PADADINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA 
KABUP ATEN MALINAU 

Soni Widarto 
soni071 074@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini merupakan studi tentang penatausahaan barang milik daerah pada 
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diatur secara khusus dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan 
barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 
2007 terdapat pada Bah Vll pasal 25,26,27,28,29 dan 30. Penatausahaan barang 
milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 
daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis penatausahaan barang milik daerah pada 
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, dan 
mengidentiftkasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penatausahaan 
barang milik daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah : 1) Kepala SKPD selaku 
pengguna barang, 2) Pengurus Barang, 3) Penyimpan Barang, 4) Sekretaris, 5) 
Kepala Bidang, 6) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencana, dan 7) Kepala 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Malinau secara keseluruhan dilihat dari .aspek komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dart struktur birokrasi sudah beljalan baik tapi belum 
maksimal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung 
implementasi penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah adanya peraturan perundang
undangan yang jelas dan adanya komitmen dari pengguna barang untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat implementasi 
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Malinau adalah terutama terkait dengan jumlah dan kualitas 
sutnberdaya inanusia yang belum memadai, sarana prasarana yang kurang 
memadai, serta kurang akuratnya data dan informasi pendukung mengenai barang 
milik daerah. 

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE ADMINISTERING 
REGIONAL OFFICE BELONGINGS COMMUNITY EMPOWERMENT AND 

THE VILLAGE OF MALINAU REGENCY 

Soni Widarto 
soni071 074@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 

.This research is a study of the administering regional office belongings 
community empowerment and the villages of the Malinau Regency, based on 
Government Regulation number 6 year 2006 regarding the management of Goods 
belonging to the country/region that further regulated in particular with the 
regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 in 2007 about the technical 
guidelines management of Goods belonging to the area. Articles that become the 
basis of administering the goods belonging to the area in a regulation of the 

· . Minister of Home Affairs Number 17 in 2007 contained in Chapter VII, article 25, 
26, 27, 28, 29 and 30. Administering property areas include bookkeeping, 

• inventory and reporting of goods belonging to the area. This research uses 
· qualitative design research and done to describe and analyze administering the 

goods belonging to the area office Mobilization and Village Districts Malinau, 
and identify factors that support and hinder the administering the goods 
belonging to the area. The subjects in this study are: 1) the head of the SEGWAY 

· as the user of the goods, 2) Administrators of goods, 3) Storage of goods, 4) 
· . Secretary, 5) head of the field, 6) head of sub-division and financial planners, and 

7) . head of Sub-Division General and Staffing. The results showed that 
administering the goods belonging to the area office Mobilization and Village 
Districts Malinau overall as seen from the' aspect of communication, resources, 
disposition and bureaucratic structure has been running well but have not been 
maximum. The study also concluded that the factors supporting the 
implementation of the administering regional office belongings community 

· empowerment and the village of Malinau Regency is the existence of legislation 
are obvious and the commitment from the user goods for carrying out the policy. 

. While the factors restricting implementation of administering the goods belonging 
· to the area office Mobilization and Village Districts Malinau is mainly related to 
.·the number and quality of human resources that are not yet adequate, less 
. infrastructure adequate, as well as less accurate the supporting data and 
.· information concerning the goods belonging to the area. 

Keywords: Autonomous Areas, The Possession OfThe Region, Administering . . 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok 

membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang 

Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Guna memperdalam pemahaman tentang keadaan kualitas sumberdaya 

manusia atau pegawai pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau, berikut data keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.1 
Data Pejabat Struktural dan StafPada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Malinau 
No Eselon Jumlah Pendidikan 
1 Eselon II a 1 S2 
2 Eselon III a 1 S2 
3 Eselon Illb 3 S2 
4 Eselon IV a 11 S1 
5 Staf 17 3 orang S1, 4 orang D3, 10 orang SMU 

33 
Sumber: Dinas PMD, 2017 

62 
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Dari data tersebut diatas, secara umum dapat dikemukakan bahwa keadaan 

pegawai pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau 

sudah cukup memadai jika dilihat dalam konteks terselenggaranya tugas dan 

fungsi sehari-hari, hanya distribusi sumberdaya manusia belum merata. 

Sedangkan data sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

Tabel4.2 
Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Malinau 
No. Sarana Penunjang Jumlah 
1 Mesin fotokopi 1 buah 
2 KomputerPC 8 unit 
3 Lemarikayu 5buah 
4 Brandkas 2 buah 
5 Lemari arsip I buah 
6 Mejakeija 10 buah 
7 Meja biro 19 buah 
8 Sofa 2buah 
9 Kursi putar 18 buah 
10 Kursi besi 19 buah 
11 Mobil 5 unit 
12 Sepeda Motor 123 buah 
13 Motorboat 23 buah 
14 Laptop 215 buah 
15 Printer lOObuah . 

Sumber: Dmas PMD, 2017 

Sarana dan prasarana atau barang milik daerah tersebut diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau. 

2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Sebelum diuraikan temuan lapangan implementasi kebijakan penatausahaan 

barang milik daerah, terlebih dahulu akan dipaparkan hal-hal yang terkait 

dengan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, yaitu 

a. Pengertian Barang dan Barang Milik Daerah 

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004, yang dimaksud de-

ngan barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau di-
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peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 disebutkan barang mi

lik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be

ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (BMD) adalah semua ba

rang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari per

olehan lainnya yang sah. BMD meliputi: a) barang yang diperoleh dari hi

bah/sumbangan atau yang sejenis; b) barang yang diperoleh sebagai pelak

sanaan dari peijanjianlkontrak; c) barang yang diperoleh berdasarkan ke

tentuan undang-undang; atau d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana di

sebutkan pada pasal 2 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006. 

Atas dasar pengertian tersebut, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

nomor 17 tahun 2007 disebutkan bahwa lingkup barang milik Negara I 

Daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban 

APBN/D juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN/D yang ber

asal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh 

dari hibah/sumbangan/ sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan 

peijanjianlkontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan 

diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Mengenai lingkup BMN/D dibatasi pada pengertian 

BMN/D yang bersifat berwujud (tangible). 
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BMD terdiri dari: a) barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang 

penggunaannyalpemakaiannya berada pada SKPD/instansillembaga peme

rintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b) barang yang dimilik oleh perusahaan daerah atau badan usaha milik dae

rah lainnya yang status barangnya dipisahkan. BMD yang dipisahkan ada

lab barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan dae

rah atau badan usaha milik daerah lainnya yang anggarannya dibebankan 

pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya. 

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap ba

rang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan 

dan tuntutan ganti rugi (pasal 4 ayat 2 peraturan menteri dalam negeri no

mor 17 tahun 20 17). 

Pengelolaan asset daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 ta

hun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negaraldaerah, yang kemudian 

ditindaklajuti dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 

tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Lingkup pe-: 

ngelolaan asset dimaksud meliputi: 1) perencanaan kebutuhan dan pe

nganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan; 

6) penilaian; 7) penghapusan; 8) pemindahtanganan; 9) penatausahaan, dan 

1 0) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 
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c. Kelompok Barang Milik Daerah 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah digolongkan berupa 

barang persediaan dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya 

lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 kelompok yaitu: 

1) Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap adalah tanah yang di

peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam operasional pemerintah 

dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk didalamnya adalah tanah untuk 

gedung, bangunan, irigasi dan jaringan 

2) Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan alat kendaraan her

motor, alat elektronika dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lain

nya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat 

bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat 

studio, alat komunikasi dan alat pemancar, alat laboratorium dan alat 

kedokteran. 

3) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai operasional· dan dalam kondisi 

siap pakai. Termasuk dalam kelompok ini adalah gedung dan bangunan 

adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan 

menara, monument, bangunan sejarah, gudang dan gedung, museum. 

43408.pdf 



67 

4) Jalan, irigasi danjaringan 

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang di

bangun oleh pemerintah serta dimiliki danlatau dikuasai oleh peme

rintah daerah dan dalam kondisi siap palmi yang digunakan dalam ke

giatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Termasuk klarifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan raya, jem

batan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit Iistrik, ja

ringan air minum, jaringan Iistrik dan jaringan telepon. 

5) Aset tetap lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokan 

ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dalam kondisi siap 

pakai dan dimanfaatkan untuk kegiatan opersional pemerintah daerah. 

Rincian asset tetap Iainnya meliputi buku perpustakaan, barang seni dan 

kebudayaan, hewan temak dan tanaman. Termasuk dalam kategori ke

lompok asset tetap Iainnya juga adalah asset biaya renovasi atas asset 

tetap yang bukan miliknya. Contohnya adalah ketika pemda menyewa 

atau meminjam kantor dan melakukan renovasi. Dalam renovasi ter

sebut, pemda membeli partisi, maka partisi tersebut termasuk dalam 

asset tetap lainnya. Biaya partisi untuk kantor yang bukan miliknya. 

6) Konstruksi.Dalam Pengerjaan (KDP) 

KDP adalah asset-aset yang sedang daiam proses pembangunah, yang 

proses perolehannya dan!atau pembangunannya membutuhkan satu pe

riode waktu tertentu atau belum selesai. KDP meliputi tanah, peralatan 
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dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset 

tetap lainnya. 

d. Pengelola Barang Milik Daerab 

Wewenang pengelolaan barang/asset daerah berada pada kepala daerah, 

sedangkan Menteri Dalam Negeri bertugas melakukan pembinaan dan 

memfasilitasi pengelolaan barang daerah (LAN, Depdagri, 2007). 

Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan ber

tanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, disebutkan dasar pengaturan 

mengenai wewenang dan tanggungjawab pejabat pengelolaan barang milik 

Negara/daerah adalah sebagai berikut: 

1) Gubemur!bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah merupakan 

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pe

ngelolaannya dilaksanakan oleh: a) Sekretaris daerah sebagai pengelola 

barang atas dasar pertimbangan bahwa kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah; b) Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang. 

2) Sekretaris daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab: 

a) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik 

daerah; b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang Iililik 

daerah; c) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ 

perawatan barang milik daerah; d) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, 

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 

disetujui oleh kepala daerah; e) melakukan koordinasi dalam pelak-
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sanaan inventarisasi barang milik daerah; dan f) melakukan 

pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. 

3) Kepala biro umum selaku pengelola barang milik daerah bertanggung 

jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik dae

rah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD). 

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna 

barang, berwenang dan bertanggung jawab: a) mengajukan rencana 

kebutuhan barang milik daerah satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola; b) mengajukan 

permohonan penetapkan status untuk penguasaan dan penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

yang lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelola; c) 

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; d) menggunakan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaanya untuk penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e) mengamankan dan memelihara 

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f) mengajukan 

usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik 

daerah selain tanah danlbangunan kepada kepala daerah melalui 

pengelola; g) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaat

kan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola; h) melaku-
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kan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik dae- · 

rah yang ada dalam penguasaannya; dan i) menyusun dan menyam

paikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan 

Barang Pengguna Tahunan (iBPT) yang berada dalam penguasaannya 

kepada pengelola. 

5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang 

milik daerah berwenang dan bertanggung jawab: a) mengajukan 

rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit keija yang 

dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan; b) melakukan 

pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 

penguasannya; c) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d) mengamankan dan memelihara 

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; e) melakukan 

pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah 

yang ada dalam penguasaannya; f) menyusun dan menyampaikan 

Laporan Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang 

Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam 

pengawasannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan. 

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan 

:i>emerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Defmisi penatausahaan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noinor 17 Tahun 2007 adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang 

milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII 

pasal25, 26, 27, 28, 29 dan 30. 

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti 

untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen 

yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna 

Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola 

Barang. Dalam penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya 

melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD 

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun 

Laporan BMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunai:J. neraca 

pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan BMD dalam rangka 

mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan 

data agar pelaksanaan pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan 

azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, 
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akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntasi 

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan me]alui Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005. Dalam SAP dimaksud, BMN/D terbagi atas persediaan 

pada pos asset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada 

pos aset lainnya. 

Sesuai dengan pasal 30 Permendagri 17 Tahun 2007, bahwa untuk 

untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang 

milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat 

menggunakan aplikasi SIMBADA. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi 

manajemen barang atau asset daerah integratif yang dibuat untuk 

membantu staf Satuan Keija Perangkat Daerah merencanakan, 

menatausahakan, menginvetarisasi, dan membuat laporan terkait dengan 

barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada 

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva, 

SIMBADA juga mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal 

penatausahaan barang daerah secara integratif. Dengan dua pedoman 

tersebut, SIMBADA harus didesain dengan mempertimbangkan urutan 

proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan 

barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventarisasi barang, 

43408.pdf 



73 

pemeliharaan barang dan pelaporan barang. Untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan ini, SIMBADA dibuat harus dengan menampilkan menu-menu 

pokok yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, peny1mpanan, 

inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan, import dan 

pengaturan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah menyatakan bahwa,"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan 

bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya." Pencatatan barang daerah 

pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek 

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian 

laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan 

BMD ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca 

pemerintah daerah setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan 

pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan 

penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMD. 

Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka 

yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang 

memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan 

akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang 

tepat dan akurat. 
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Inventaris harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk 

dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. lnformasi tersebut 

merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan kekayaan Daerah. Informasi yang berasal dari data 

yang tidak valid dan relevan akan menyebabkan pengambilan keputusan 

yang salah. Dalam perencanaan pengadaan barang, perencanaan 

pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi 

persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas 

data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang 

berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris. 

Macam-macam dokumen inventaris yang digolongkan menurut jenis 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pencatatan 

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pencatatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Buku lnduk lnventaris: kompilasi/gabungan Buku lnventaris. 

b. Buku lnventaris (Bl): himpunan catatan data teknis dan administrasi 

yang diperoleh dari Kartu lnventaris Barang basil inventarisasi. 

c. Kartu Inventaris Barang (KJB): kartu untuk mencatat barang 

inventaris secara tetsendiri atau kumpulan/ kolektif yang diperlukan 

untuk inventarisasi atau tujuan lainnya selama barang tersebut belum 

dihapuskan. Contoh KIB yang harus diselenggarakan antara lain KlB 

Tanah, KJB Gedung, KIB Kendaraan, dan KlB Lainnya. 
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d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR): kartu untuk mencatat barang 

inventaris yang ada dalam ruangan kerja. 

Dalam Inventarisasi, pencatatan kondisi inventaris dibagi dalam 3 

kategori yaitu Baik, Rusak Ringan, dan Rusak: Berat. Informasi 

kondisi barang diperlukan dalam proses penilaian inventaris dan 

berguna sebagai salah satu data dalam pengambilan keputusan 

mengenai inventaris oleh pihak pengelola, seperti penghapusan 

barang, perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, dan 

Iainnya. 

2. Kegiatan Pelaporan 

Dokumen yang berkaitan dengan pelaporan adalah sebagai berikut: 

a. Daftar Rekapitulasi Inventaris: disusun oleh Kepala Daerah selaku 

Kuasa/Ordonator Barang dengan menggunakan bahan dari 

Rekapitulasi Inventaris Barang yang disusun oleh Pengurus Barang 

Satuan Kerja/ unit Kerja. 

b. Daftar Mutasi Barang: memuat data barang yang berkurang dan 

atau bertambah dalam suatau jangka waktu tertentu, misalnya 

setiap 3 bulan (LMB1) atau setahun (LTl). 

Hasil inventarisasi berupa jenis dan nilai aset Daerah akan 

digunakan sebagai data utama dalam penyusunan neraca awal 

Daerah. Pos yang akan menyajikan jenis dan nilai aset Daerah 

adalah: 

1. Aset Tetap, yang terdiri dari rekening : a) Tanah; b) Gedung 

dan Bangunan; c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; d) Peralatan dan 
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Mesin; e) Kendaraan; f) Inventaris Kantor; g) Aset Tetap 

Lainnya; h) Konstruksi dalam Pengetjaan 

2. Aset Lainnya, yaitu pada rekening: a) Built Operating Transfer 

(BOT), jika Pemda memiliki suatu bangunan yang dibangun 

dengan cara kemitraan dengan swasta berdasarkan perjanjian; 

b) Lain-Lain Aset, yaitu aset yang tidak dapat digolongkan 

dala jenis asset lancar, investasi permanen, dan aset tetap di 

atas. Untuk tumbuhan dan hewan ternak, pencatatannya dalam 

pos di neraca melihat konteks keberadaannya. Tumbuhan dan 

hewan ternak dapat dicatat dalam pos Persediaan, Aset 

Lainnya atau dicatat terpisah dalam buku tersendiri ( ekstra 

comptabel). 

B. Temuan Lapangan 

1. Penatausahaan Barang Milik Daerab 

Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan 

kepastian nilai. Kebijakan penatausahaan barang milik daerah ditujukan 

untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik 

daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau bertujuan untuk memastikan 

apakah setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status 

penggunaannya telah dilakukan pencatatan dalam daftar Barang Pengguna 

(DBP) dan dicatat menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
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Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Malinau dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu: 

a. Komunikasi 

Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang meliputi pembukuan; 

inventarisasi, dan pelaporan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan 

basil wawancara dengan Kepala Dinas PMD yang mengatakan: 

"Saya selaku Kepala Dinas PMD telah menginstruksikan kepada 
pengurus barang dan penyimpan barang untuk menatausahakan 
barang milik daerah baik pembukuan, inventarisasi maupun 
pelaporannya secara peroidik atau berkala" (Wawancara 29 Agustus 
2017) 

Sementara itu Sekretaris Dinas PMD mengemukan bahwa: _ 

"Baik pengurus barang maupun penyimpan barang telah melakukan 
kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam 
Daftar Barang Pengguna sesuai dehgan Kartu Iventaris Barang" 
(Wawancara 4 September 20 17) 

Senada dengan Sekretaris Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mengatakan: 

"Pengurus barang dan penyimpan barang sudah melaksanakan 
pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah ke 
·dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartU inventaris dengan 
terlebih dahuiu melit.kukan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah". (Wawancara 4 September 2017) 

Sedangkan pengurus barang menerangkan bahwa: 
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"Kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan telah kami laksanakan 
dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang 
Milik Daerah atau SIM BMD. Dimana data-data barang milik daerah 
tersebut diperoleh dengan pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi 
dengan sub bagian keuangan dan perencana dinas PMD". (Wawancara 
tanggal 4 September 20 17) 

Dengan demikian pendekatan komunikasi yang dibangun dalam 

penatausahaan barang pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kabupaten Malinau adalah memberikan intruksi-intruksi untuk 

melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara berkala 

dengan melalui pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi dengan pihak-

pihak yang terkait dengan penatausahaan barang milik daerah. 

Sementara dalam rangka implementasi kebijakan penatausahaan 

barang milik daerah (BMD), serta untuk meningkatkan pemahaman, 

pengetahuan, kemampuan dan ketrampiian khususnya bagi pengurus 

barang dan penyimpan barang yang menangani masalah BMD, dilakukan 

komunikasi kebijakan. 

Komunikasi kebijakan tersebut berupa proses transmisi yaitu 

transformasi kebijakah dari para implementor kepada staf pelaksana dan 

para penerima manfaat maupun kepada pendukung. Proses ini 

dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat maupun dalam 

bentuk sosialisasi. 

Kebijakan pena:tausahaan barang milik daerah dapat dilaksanakan 

tepat sasaran, sangat diperlukan pendekatan penguatan kelembagaan 

melalui proses komunikasi yang partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan 

teori hubungan manusia yang menekankan pada pentingnya individu dan 
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hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Strategi peningkatan dan 

penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota 

organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu 

mengembangkan potensinya serta meningkatkan kepuasan keija dan 

mengarahkan aktualisasi diri pekeija, melalui komunikasi yang kontinyu, 

akan mempertinggi motivasi bekeija sehingga akan dapat meningkatkan 

. produksi organisasi. 

Pendekatan komunikasi yang dimaksudkan selain transmisi adalah 

kejelasan yang mencakup proses komunikasi internal melalui pertemuan 

yang intens antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dengan pengurus barang, penyimpan barang, kepala sub bagian umum 

dan kepegawaian, kepala sub bagian perencana dan keuangan serta 

dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui sosialisasi 

pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Kejelasan komunikasi 

dalam kebijakan penatausahaan barang milik daerah untuk mewujudkan 

tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pegawai yang memiliki 

kompotensi terhadap penatausahaan barang milik daerah belum 

mengetahui prosedur, utamanya pengelolaan tentang barang/aset daerah. 

Ini di sebabkan sosialisasi jarang sekali dilakukan terutama oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau kepada kepala 

SKPD maupun kepada pengurus barang maupun penyimpan barang, ini 

sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Malinau menyatakan bahwa: 
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"Mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa 
Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang 
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tentang 
penatausahaan barang milik daerah itu ada kami laksanakan, tetapi 
benar kurang kami. Bentuk komunikasi yang kami laksanakan terbatas 
hanya pada penyampaian rapat internal lingkup Dinas saja, Bukan 
pada bentuk satu kegiatan yang dilaksanakan". (wawancara tanggal29 
Agustus 20 17) 

Pertemuan-pertemuan rutin seperti rapat antara pengurus barang, 

penyimpan barang, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala 

sub bagian perencana dan keuangan, serta sekretaris ataupun kepala dinas 

jarang sekali dilakukan. Rekonsiliasi data BMD dikoordinir oleh kepala 

sub bagian umum dan kepegawaian. 

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan 

penatausahaan BMD dikemas dalam bentuk sosialisasi kepada pengurus 

barang, penyimpan barang yang dilakukan oleh Badan Pengelola 

Keuangan Kabupaten Malinau. Sebagai informan pengurus barang dan 

penyimpan barang menyamakan persepsi dan langkah secara integral 

untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan agar lebih memahami dan menyadari pentingnya data barang 

milik daerah (BMD). Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

pengurus barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau selaku petugas yang menatausahakan barang milik daerah. 

"Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang didalamnya juga menjelaskan tentang penatausahaan 
barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan barang milik daerah adalah: 1) untuk menyamakan persepsi 
dan langkah secara integral secara menyeluruh dalam penatausahaan 
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barang milik daerah; 2) untuk meningkatkan pemahaman, 
pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam penatausahaan 
barang milik daerah; 3) agar semua PNS/ ASN lebih memahami dan 
menyadari pentingnya data BMD; 4) menguasai cara penatausahan 
BMD hingga tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan software 
(komputerisasi) SIM BMD." (Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan · 
Masyarakat dan Desa: Wawancara 4 September 20 17) 

Proses komunikasi dengan melakukan sosialisasi kepada pengurus 

barang jarang sekali dilakukan. Proses sosialisasi tersebut hanya 

dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Malinau pada tahun-tahun terdahulu. Hal ini seperti 

diungkapan oleh Kepala Dinas. 

"Sosialisasi dan sekaligus pelatihan penatausahaan BMD 
diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
pada tahun-tahun sebelumnya, dimana dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa menugaskan pengurus barang dan penyimpan 
barang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan 
sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, 
kemampuan dan ketrampilan dalam penatausahaan barang milik 
daerah." (Wawancara 29 Agustus 2017 dengan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau) 

Materi sosialisasi dan pelatihan adalah: 1) Kebijakan dan tata cara 

penatausahaan barang milik daerah; 2) Dasar hukum, pengertian, dan 

penatausahaan BMD; 3) Pengamanan dan pemeliharaan BMD; 

Pencatatan pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris 

Barang (KIB); 4) Pelaporan BMD. 

Komunikasi dalam rangka implementasi penatausahaan barang milik 

daerah selain dengan sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan 

langsung atau konsultasi antara pengurus barang dan Kepala Bidang Aset 

BPKAD yang dilakukan setiap saat. Namun demikian ditemukan bahwa 

belum semua implementor memahami dengan baik dan benar seluruh 
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proses penatausahaan BMD mulai dari pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang Aset 

BPKD pada tangga14 September 2017. 

"Belum semua pengurus barang memahami penatausahaan BMD 
mulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya beberapa SKPD yang belum menyampaikan 
laporan BMD baik semesteran maupun tahunan. Salah satunya adalah 
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa" 

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi 

dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada 

Dinas PMD Kabupaten Malinau telah dilakukan, yaitu dengan 

memberikan intruksi-intruksi, sosialisasi, dan rapat-rapat walaupun 

:frekuensinya masihjarang atau kurang. 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya manusia merupakan potensi dan pilar utama dalam 

lingkungan organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumberdaya 

manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas dan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Faktor sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah, karena 

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber 

untuk melakukan pekeijaan secara efektif, maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan bisa efektif. 
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Sumberdaya manusia terutama pengurus barang yang secara teknis 

mengurus implementasi kebijakan penatausahaan BMD, secara kuantitas 

dan kualitas masih belum memadai. Ini terlihat bahwa saat ini dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 1 (satu) orang pengurus 

dan 1 ( satu) orang penyimpan barang. Dengan be ban ketj a dan 

tanggungjawab yang berat idealnya hams memiliki minimal 2 (dua) 

orang pengurus barang serta mempunyai kemampuan, pengetahuan dan 

keahlian dasar dalam penatausahaan barang milik daerah. Hal ini karena 

mengurus barang/asset mempunyai tanggungjawab yang berat seba-

gaimana mengelola keuangan. Oleh karena itu pengurus barang yang 

ditunjuk sebagai penatausahaan barang milik daerah hams mempunyai 

pengetahuan dasar penatausahaan barang milik daerah, pengalaman dan 

dan keahlian serta professional. Hal ini terungkap dalam wawancara 

dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau. 

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan SKPD 
dengan nilai asset yang cukup besar dan paling kompleks 
permasalahan yang dihadapinnya, sehingga pengurus barang merasa 
kesulitan dalam menangani asset karena banyak asset yang tidak 
ditemukan keberadaannya dan kesulitan mendapatkan dokumen 
sumber perolehannya, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah dan 
kemampuan terhadap pengurus barang ataupun penyimpan barang 
dengan mengikuti atau melaksanakan pelatihan-pelatihan atau bimtek
bimtek tentang penatausahaan barang milik daerah." (Wawancara 
dengan Kepala Dinas PMD, 29 Agustus 2017 

Senada dengan Kepala Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mengatakan bahwa: 

"Pengurus barang sebagai petugas penatausahaan barang milik daerah 
yang menangani asset hams memiliki pengetahuan dasar 
penatausahaan barang, ketrampilan dan keahlian dalam menangani 
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asset atau barang milik daerah." (W awancara dengan Kasubbag 
Umum dan Kepegawaian, tanggal4 September 2017) 

Selain terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) pengurus barang 

dalam hal penatausahaan barang milik daerah, masalah lainnya adalah 

seringnya pergantian pengurus barang dan penyimpan barang tanpa 

dilakukan pengkaderan atau pelatihan terlebih dahulu. Sehingga hal ini 

dapat menyebabkan pelaporan yang tidak tepat waktu. Sebagaimana 

pernyataan Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau mengatakan: 

"Dalam hal pengurusan pelaporan barang inilik daerah masih 
terkendala waktu, dimana pelaporan tidak dibuat secara tepat waktu. 
Hal ini dikarenakan petugas kurang mempunyai kemampuan, 
pengetahuan dan keahlian dasar tentang penatausahaan barang rnilik 
daerah" (Wawancara tanggal29 Agustus 2017) 

Sedangkan Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumberdaya Alam 

mengemukakan bahwa: 

"Perlu adanya ketrampilan dan keahlian khusus dalam melakukan 
penggolongan dan kodefikasi asset atau barang milik daerah sehingga 
sangat diperlukan petugas penatausahaan barang milik daerah yang 
benar-benar kompenten" (Wawancara tanggal29 Agustus 2017) 

Senada dengan Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan 

Sumberdaya Alam, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

mengatakan bahwa: 

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nierupakan SKPD yang 
mempunyai macam ataujenis barang milik daerah.yang sangat banyak 
dengan nilai asset yang cukup besar sehingga diperlukan petugas 
periatausahaan barang yang mempunyai keahlian dan kompetensi" 
(Wawancara tanggal29 Agustus 2017) 

Dengan belum memadainya sumberdaya manusia terutama petugas 

penatausahaan barang milik daerah maka diperlukan petugas tersebut 
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untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan tentang 

penatausahaan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Sekretaris Dinas PMD yaitu: 

"Untuk menigkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas 
penatausahaan barang milik daerah maka diperlukan adanya 
bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan. Dengan adanya 
ketrampilan dan keahlian maka diharapkan pelaporan barang daerah 
dapat tepat waktu dan sasaran serta beijalan dengan baik" 
(Wawancara tanggal 4 September 20 17) 

Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM pengurus barang milik 

daerah, Kepala Sub Bagian Umum dinas PMD, mengemukakan bahwa 

perlu adanya diklat, magang maupun class program. 

''Untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus barang dan penyimpan 
barang ataupun pejabat yang menangani asset di SKPD selaku 
pengguna barang milik daerah dapat dilakukan melalui pelatihan, 
maupun magang yang diusulkan melalui anggaran APBD II. Hal ini 
dilakukan untuk menngkatkan pemahaman dan kemampuan kepada 
pejabat yang menangani asset tentang tata cara penatausahaan barang 
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku" 
(wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dinas PMD Kabupaten 
Malinau, tanggal 4 September 20 17) 

Senada dengan Kepala Sub Bagian Umum, Sekretaris Dinas PMD 

mengemukakan bahwa perlu adanya pendidikan dan pelatihan 

penatausahaan barang milik daerah. 

"Dinas PMD perlu menugaskan pengurus barang dan penyimpan 
barang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penatausahaan 
barang milik daerah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
kabupaten maupun instansillembaga lainnya. Hal ini sangat berguna 
untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang 
penatausahaan barang milik daerah" ( wawancara dengan Sekretaris 
dinas PMD kabupaten Malinau tanggal 5 September 2017) 

Selain kurangnya kualitas sumberdaya manusia petugas penata-

usahaan barang milik daerah, masalah lainnya adalah sumberdaya 
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informasi. Basis data yang akurat akan mendukung proses kegiatan pena-

tausahaan barang milik daerah. 

"Saya merasa kesulitan dalam hal pengurusan pelaporan asset atau 
barang daerah dikarenakan kurang lengkapnya data barang tersebut 
sehingga kesulitan dalam proses pencatatannya" (Wawancara dengan 
pengurus barang tanggal 4 September 20 17) 

Sumberdaya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup 

mendukung. Basis data yang akurat untuk menetapkan status barang 

milik daerah belum final. Hal ini karena belum adanya peraturan daerah 

ataupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang 

penatausahaan barang milik daerah. Dimana selama ini hanya 

berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

"Dengan hanya perpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007 
tanpa adanya perda ataupun perbub yang mendukung akan kesulitan 
dalam melakukan penetapan penggunaan barang-barang bergerak atau 
barang-barang inventaris. Sebagai contohnya adalah membuat KIR 
(Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu lnventaris Barang) yang 
berada di bawah penguasannya" (wawancara dengan Kepala Dinas 
PMD tanggal 29 Agustus 20 17) 

Selain sumberdaya informasi, sumberdaya anggaran juga dirasakan 

masih sangat kurang, terutama biaya operasional. Seperti yang 

dikemukakan pengurus barang dan penyimpan barang bahwa masih 

dirasakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan asset. 

"Tidak adanya tempat atau gudang yang memadai untuk menyimpan 
barang baik yang rusak maupun yang belum tersalurkan 
mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan barang inilik daerah" 
(wawancara dengan penyimpan barang dinas PMD kabupaten 
Malinau tanggal4 September 2017) 

"Kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan 
asset/barang milik daerah maka asas-asas fungsional, kepastian 
hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas dan asas kepastian 
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nilai dalam pengelolaan barang/asset kurang optimal" (wawancara 
dengan pengurus barang dinas PMD kabupaten Malinau tanggal 4 
September 20 17) 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya 

manusia masih kurang baik kualitas dan kuantitasnya, sumberdaya 

informasi dan anggaran masih kurang, prasarana dan sarana yang kurang 

memadai sehingga implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau belum beijalan dengan baik. 

c. Disposisi 

Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau merupakan tanggung jawab 

Kepala Dinas sebagai pengguna barang. Faktor disposisi merupakan 

sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pengguna barang, pengurus · barang, dan 

penyimpan barang di SKPD merupakan implementor kebijakan 

berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus 

mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

lmplementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada 

dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau 

merupakan tanggung jawab Kepala Dinas sebagai pengguna barang/asset 

milik Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya. Hal tersebut 
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lebih lanjut diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD yang menyatakan 

bahwa: 

"Sebagai Kepala Dinas sekaligus pengguna barang saya bertanggung 
jawab terhadap kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang 
berada di lingkungan saya. Dan saya mengetahui bahwa petugas yang 
melakukan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik 
daerah masih kurang tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. 
Sebagai salah satu contoh adalah belum ditempelkannya Kartu 
Inventaris Ruangan (KIR) pada masing-masing ruangan dan belum 
lengkapnya data aset/barang milik daerah" (Wawancara tanggal 29 
Agustus 20 17) 

Dalam penatausahaan barang milik daerah kepala dinas dibantu oleh 

pengurus barang dan penyimpan barang. Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa petugas penatausahaan barang milik daerah pada 

dinas PMD kurang bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan 

kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan barang milik 

daerah. Hal ini diperkuat oleh pemyataan Kepala Bidang Pemberdayaan 

Desa yang menyatakan bahwa: 

"Penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD sudah beijalan 
cukup baik. Akan tetapi ada beberapa ruangan yang belum ditempeli 
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) menunjukkan bahwa petugas tersebut 
kurang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan 
fungsinya" (Wawancara tanggal 5 September 2017) 

Sementara itu pengurus barang dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa menyatakan bahwa: 

"Memang benar bahwa ada beberapa ruangan yang belum ditempeli 
Kartu Inventaris Ruangan atau KIR, hal ini dikarenakan banyak belum 
lengkapnya data barang tersebut. Saya sebagai petugas yang 
bertanggung jawab urituk mencatat, menginventarisasi dan 
melaporkan barang atau asset daerah akan berusaha memperbaiki hal 
tersebut" (Wawancara tanggal4 September 2017) 

Sedangkan Sekretaris dinas PMD mengatakan bahwa: 
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"Sikap para petugas penatausahaan barang milik daerah pada dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau belum 
memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Sebagai petugas penatausahaan 
barang milik daerah sudah menjadi kewajiban untuk membuat KIR, 
KIB, menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan" 
(Wawancara tanggal4 September 2017) 

Penjelasan ini diperkuat oleh informan penyimpan barang yang 

menyatakan bahwa : 

"Memang benar bahwa data assetlbarang milik daerah pada dinas 
PMD kurang lengkap. Hal ini disebabkan yang diberi tugas dan 
tanggung jawab untuk mencatat, menginventarisasi dan melaporkan 
data barang/asset masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku." (Wawancara dengan penyimpan barang, tanggal 4 
September 20 17) 

Sementara itu pengurus barang mempertanyakan hal yang terkait 

dengan usulan pengahapusan barang memberi indikasi belum kuatnya 

sikap implementor dalam implementasi kebijakan. Seperti yang 

diungkapkan pengurus barang bahwa : 

''Banyaknya barang yang kondisinya rusak berat dan telah dilakukan 
usulan penghapusan , namun hingga kini belum ada realisasinya. Dan 
banyaknya data yang tidak lengkap tentang keberadaan barang, 
spesifikas dan jenis barang menyebabkan kesulitan dalam pencatatan 
dan inventarisasi barang tersebut." (Wawancara dengan pengurus 
barang tanggal 4 September 20 17) 

Sedang Pejabat Fungsional lnspektorat Kabupaten Malinau, menyatakan 

bahwa: 

"Sikap para penatausahaan barang milik daerah pada Dinas PMD 
Kabupaten Malinau memiliki tanggungjawab sepenuhnya. Sebagai 
pengguna barang sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan 
laporan barang semesteran,tahunan dan bahkan lima tahunan, 
sehingga apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentangPedoman teknis pengelolaan 
barang milik daerah dapat tercapai." (Wawancara tanggal 5 September 
2017) 
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Dengan demikian penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventari

sasi dan pelaporan belum dilaksanakan dengan optimal baik dan benar. 

Pembukuan adalah pencatatan barang yang digunakan pada mengguna 

barang. Pencatatan barang milik daerah sesuai dengan spesifikasi, yaitu: 

1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah; 2) KIB B: Peralatan dan 

Mesin; 3) KIB C: Gedung dan Bangunan; 4) KIB D: Jalan, Irigasi dan 

Jaringan; 5) KIB E: Aset Tetap Lainnya; 6) KIB F: Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; dan 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Dari basil observasi 

untuk KIB B : Peralatan dan Mesin, banyak barang yang tidak diketahui 

pemakainya. 

Dari basil wawancara dari para informan dapat diketahui bahwa 

pegawai yang mempunyai tugas dalam penatausahaan barang milik 

daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau kurang memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Petugas penatausahaan barang atau 

asset daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Kartu Inventaris 

Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), menyampaikan laporan 

barang semesteran dan tahunan. 

d. Struktur Birokrasi 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan salah satu aspek 

struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi. SOP sangat bermanfaat 

dan berguna bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai waktu 

yang telah tersedia. SOP juga sangat bermanfaat untuk menyeragaman 

tindakan atau Iangkah dalam setiap pekerjaan. SOP yang digunakan 
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sangat membantu para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah 

tersedia dan juga bermanfaat untuk: menyeragamkan langkah atau 

tindakan dari setiap unit kerja. Bilamana SOP ini dilaksanakan secara 

efektif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau 

maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/asset daerah berjalan 

secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa: 

"Struktur birokrasi sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan 
penatausahaan barang/asset daerah di Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, dimana SOP dapat 
dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
penatausahaan barang milik daerah sehingga administrasi barang 
dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah". (Wawancara tanggal4 September 
2017) 

Informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar 

Operasional Pekerjaan belum beijalan dengan baik, dimana SOP itu 

belum dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya 

dalam penatausahaan barang sehingga adminstrasi barang dapat dikelola 

secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.Hal 

ini didasari fakta dilapangan yakni jawaban dari para informan sebagai 

fakta untuk membuktikan sejauh mana struktur birokrasi mempunyai 

pengaruh terhadap kegiatan penatausahaan barang milik daerah. 

Pernyataaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau yang menyatakan bahwa: 

"Standard Operating Procedure atau SOP sangat bermanfaat dalam 
pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang 
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meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dengan adanya 
SOP maka penatausahaan barang/asset daerah dapat beijalan tertib 
dan baik" (Wawancara tanggal29 Agustus 2017) 

Senada dengan Kepala Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian menyatakan bahwa: 

"Dengan adanya SOP seharusnya pengurus dan penyimpan barang 
dapat melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara tertib 
dan baik" (Wawancara tanggal4 September 2017) 

Dari penjelasan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan Standar Operasional Pekeijaan belum beijalan dengan baik. 

Dimana SOP belum dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

dalam penatausahaan barang milik daerah. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penatausabaan Barang Milik 

Daerah 

Dalam mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambat 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. 

a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung implementasi kebijakan penatausahaan barang 

milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau adalah sebagai berikut: 

1) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang 

daerah, yaitu: (a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara!Daerah; (b) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
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Barang Milik Negara!Daerah; (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Akan tetapi belum adanya peraturan daerah atau 

peraturan bupati tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah 

mengakibatkan SKPD masih mengalami kesulitan dalam proses 

pelaporannya. 

"Dengan hanya perpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 
2007 tanpa adanya perda ataupun perbub yang mendukung akan 
kesulitan dalam melakukan penetapan penggunaan barang-barang 
bergerak atau barang-barang inventaris. Sebagai contohnya adalah 
membuat KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu 
Inventaris Barang) yang berada di bawah penguasannya" 
(wawancara dengan Kepala Dinas PMD tanggal 29 Agustus 2017) 

2) Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Dinas, pengurus barang dan 

penyimpan barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik 

daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun2007. 

"Penatausahaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara 
maksimal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007". (Wawancara dengan Kepala Dinas 
PMD tanggal 5 September 2017). 
"Dalam penulisan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu 
Inventaris Barang (KIB), dan pelaporan penatausahaan barang 
milik daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007". (Wawancara dengan pengurus 
barang tanggal 5 September 2017). 

3) Adanya kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dengan Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malinau. 

"Rekonsiliasi barang milik daerah dengan dinas/badan atau SKPD 
bertujuan untuk menemukan apakah ada perbedaan nilai barang 
milik daerah yang tercatat di SKPD dengan Sekretariat 
Kabupaten". (Wawancara dengan Bidang Aset BPKD tanggal 5 
September 20 17) 
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Dari jawaban-jawaban informan tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mendukung penatausahaan barang milik daerah adalah 

adanya peraturan penmdang-undangan, adanya komitmen yang kuat dari 

para implementor, dan adanya kegiatan rekonsiliasi asset!barang milik 

daerah oleh para pemangku kepentingan. 

b. Faktor penghambat 

Faktor penghambat implementasi penatausahaan barang milik daerah 

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, 

adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah dan kualitas petugas penatausahaan barang milik daerah di 

dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih dirasakan masih 

kurang atau rendah. Hal ini terkait dengan penempatan aparat/pegawai 

yang tidak sesuai kompetensi dan kapasitas serta prosedur ketja 

kurang dipahami dengan baik dan benar. 

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam 

mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, 

termasuk di dalamnya anggaran. Hal ini menjadi penghambat dalam 

pencocokan dan klarifikasi data awal, serta cek fisik pembuktian 

keberadaan suatu barang milik daerah. 

3) K(;!tersediaan dan kurang akuratnya data dan informasi mengenai 

barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau. Hal ini terkait dengan pengadaan, inventarisasi, 

dan penghapusan barang milik daerah. Data-data barang/asset yang 

rusak berat. Yang disebabkan adanya pergantian pen gurus barang. 
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4) Belum tertibnya laporan inventarisasi dan penatausahaan barang milik 

daerah baik waktu, prosedur dan ketepatannya. 

C. Pembahasan 

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah 

a. PERMENDAGRI No.17 Taboo 2007 yang belum dilaksanakan 

Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25, 

26, 27, 28, 29 dan 30. 

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti 

untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen 

yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ 

Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Dalam 

penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan 

fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan 

tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan 

sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan 

penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib 

pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan 

BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hokum, 

transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 
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Dari basil temuan dilapangan ada beberapa pasal dalam 

PERMENDAGRI Nomor 17 tabu 2007 yang belum dilaksanakan oleb 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yaitu: 

a. Pasal 26 ayat (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen 

kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan; dan ayat 

(2) Pengelola menyimpan selurub dokumen kepemilikan tanab dan/atau 

bangunan milik pemerintab daerah. Hal ini tidak sesuai dengan 

kenyataan dilapangan dimana dokumen-dokumen kepemilikan barang 

milik daerab tidak ditemukan pada Dinas PMD Kabupaten Malinau. Baik 

itu berupa kendaraan bermotor maupun aset-aset lainnya. 

b. Pasal 28 ayat (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun barang 

semesteran dan tabunan. Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau berdasarkan temuan dilapangan banya membuat atau 

menyusun laporan barang tahunan saja. 

b. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Dari beberapa basil temuan dilapangan yang berkaitan dengan 

penatausabaan barang milik daerab yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Faktor Komunikasi 

Proses komunikasi penatausabaan barang milik daerab pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan memberikan 

instruksi-instruksi kepada pengurus barang dan penyimpan barang untuk 

manatausahakan asset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, 
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inventarisasi, dan pelaporan secara berkala dengan melakukan 

pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait. 

Menurut Edward ill komunikasi yaitu menunjuk setiap 

program/kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika teijadi 

komunikasi efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. 

Adanya kejelasan informasi atau instruksi maupun akurasi dan 

ketepatannya kepada kelompok sasaran yaitu pengurus barang dan 

penyimpan barang akan mengurangi kekeliruan dalam penatausahaan 

barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Kepala Dinas 

telah memberikan instruksi-instruksi kepada petugas penatausahaan 

barang milik daerah untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan secara berkala dengan melalui pertemuan-pertemuan dan 

rekonsiliasi. Penyimpan barang dan pengurus barang telah melaksanakan 

instruksi-instruksi tersebut sehingga aspek komunikasi dalam 

penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah beijalan. Hal ini dapat 

terlihat dari faktor komunikasi yang mempengaruhinya, yang terdiri dari: 

a) Adanya kejelasan informasi atau instruksi penatausahaan barang milik 

daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabtipaten 

Malinau, dimana petugas penatausahaan barang milik daerah telah 

melaksanakan instruksi tersebut. 

b) Akurasi informasi atau instruksi seperti cakupan dan ketepatannya. 

Para petugas penatausahaan barang/asset dalam menyampaikan 
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informasi telah sesuai dengan sasaran dan tujuan penatausahaan 

barang milik daerah. 

c) Ketepatan informasi dari segi tujuannya dianggap sudah tepat. 

Dengan penatausahaan barang/asset yang tertib pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau akan 

menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada 

tersedianya informasi atau database yang memadai dalam meyusun 

pemcanaan kebutuhan dan penganggaran serta akan dihasilkan laporan 

asset/barang milik daerah yang tepat dan akurat. 

Sedangkan implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah 

pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau akan 

beijalan efektif ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh 

individu-individu yang bertanggung-jawab dalam pencapaian tujuan 

kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu 

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau 

keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 

pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks 

dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan 

melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi beijalan 

efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus 

mengetahui apakah mereka dapat melakukanitya. Sesungguhnya 

implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus 

mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. 
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Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka 

lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan basil yang 

optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai basil 

dalam faktor komunikasi yang tetjadi pada implementasi kebijakan 

penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Malinau. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 

3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan 

mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a).Transmisi 

Proses penyampaian informasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah dilakukan oleh pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan 

kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan 

agar kebijakan penatausahaan barang milik daerah dapat 

tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan kerja. Penyampain 

informasi tersebut dilakukan pada saat rapat, pelatihan, diskusi, 

bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malinau. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan 

memberikan pelatihan dan penjelasan secara jeJas kepada Satuan Ketja 

Perangkat Daerah yaitu pengguna barang, pengurus barang dan 

penyimpan barang. Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung 

yang ditujukan untuk para petugas penatausahaan barang milik daerah. 

Diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa 
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kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan 

penatausahaan barang milik daerah. 

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa 

transmisi dilakukan dengan cara pelatihan dan sosialisasi, yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pada kegiatan rapat, latihan, bimbingan teknik, diskusi 

dan sosialisasi. Maka transmisi yang tetjadi sesuai dengan ungkapan 

George C. Edward ill, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak 

hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan 

kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, 

baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan 

penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator 

transmisi pada implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjalan baik, 

karena informasi yang disampaikan sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal 

tersebut adalah pengguna barang, pengurus barang dan penyimpan 

barang sudah mengetahui tentang kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah. 

b). Kejelasan 

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang clisampaikan. Hal ini 

dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah 

pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau 
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mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka ukuran 

implementasi haruslah jelas agar pihak yang mengimplementasikan 

kebijakan tahu dengan persis apa yang harus dilakukan. Berdasarkan data 

mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode 

yaitu secara tidak langsung dan langsung yaitu melalui media cetak. 

Dapat dilihat bahwa kejelasan lmplementasi Kebijakan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan 

sudah mengetahui adanya kebijakan penatausahaan barang milik daerah. 

Hal tersebut teijadi karena implementor sudah melakukan dalam bentuk 

rapat, pelatihan, diskusi, bimbingan teknis dan sosialisasi yang selama ini 

sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang 

sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang 

diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan 

adanya pemberitahuan secara langsung maka petugas penatausahaan 

barang milik daerah dapat secara langsung bertanya tentang apa yang 

masih belum mereka pahami tentang penatausahaan barang milik daerah. 

Namun, sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan mengenai 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah ini belum maksimal, 

karena jarang dilakukan. Permasalahan yang dihadapi petugas 

penatausahaan barang milik daerah adalah waktu yang diberikan untuk 
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mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan belwn tentu setiap 

tahun ada. 

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward Ill bahwa jika 

kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang 

diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus 

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapijuga komunikasi kebijakan 

tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan 

bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi kebijakan 

penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa belum beijalan maksimal, hal ini terlihat dari 

metode. penyuluhan secara langsung yang belwn benar-benar 

tersampaikan sehingga belwn sepenuhnya memahami penatausahaan 

barang milik daerah. 

c ).Konsistensi 

Konsistensi dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang 

milik daearah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malinau sudah berjalan berdasarkan pelaksanaan pelatihan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Konsistensi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam 

penatausahaan barang milik daerah mesti dilaksanakan secara 

menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Namun dibutuhkan 

kesabaran dan konsistensi lebih dalam penerapannya agar hasilnya 

maksimal Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah 

maka hasilnya tidak akan maksimal. 
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Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah, peneliti mengamati dapat 

dikatakan sudah baik. Kondisi yang terjadi sudah sesuai dengan 

ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah hams konsisten dan jelas 

(untuk diterapkan atau dijalankan). 

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam implementasi kebijakan 

penatausahaan barang milik daerah antara lain: (1) terwujudnya 

ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut 

inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, 

penghapusan dan penjualan barang/aset daerah, sistem pelaporan 

kegiatan tukar menukar dan hibah; (2) terciptanya efisiensi dan 

efektivitas penggunaan barang/aset da:erah; (3) pengamanan barang/aset 

daerah; dan ( 4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah 

kekayaan daerah. 

Upaya untuk mendukung penatausahaan barang/aset daerah secara 

efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan 

penatausahaan barang/aset daerah, maka diharapkan pemerintah daerah 

perlu memanfaatkan secara efektif sistem informasi manajemen yang 

konfrehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. 

Sistem informasi manajemen barang/asset daerah juga berisi data base 

barang/aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan 

pertanggung jawaban. Selain itu sistem informasi tersebut juga 
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bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan 

pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja modal dalam 

penyusunan APBD. 

2). Faktor Sumberdaya 

Faktor sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam 

penatausahaan barang milik daerah, karena bagaimanapun jelas dan 

konsistensinya dalam pelaksanaan kegiatan, jika para pelaksana atau 

petugas yang bertanggung jawab kurang mempunyai keahlian dan 

kemampuan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana secara 

maksimal. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya informasi juga 

berperan penting dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. 

Informasi data barang/asset yang tepat sangat berguna untuk pelaporan 

barang milik daerah. Menurut Edward ill walaupun program atau 

kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 

apabila masih kekurangan sumber daya maka program atau kebijakan 

tersebut tidak beijalan efektif. Berdasarkan temuan dilapangan, 

penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih kekurangan sumberdaya 

manusianya baik dari jumlah maupun kualitasnya baik dari segi 

ketrampilan, keahlian ataupun kompetensinya. Untuk mengatasi 

kekurangan sumberdaya manusia, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis 

maupun pelatihan-pelatihan. Selain kurangnya sumberdaya manusia, 

penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD juga kekurangan 
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dalam sumberdaya informasi yaitu kurang lengkapnya data barang/asset 

daerah. 

Faktor sumberdaya baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusi~ 

anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi. Efektifitas 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas 

sumberdaya yang ada. Sebab sumberdaya dapat menjadi factor yang 

kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pentausahaan barang milik 

daerah. 

Pada pembahasan mengenai basil dalam faktor sumberdaya yang 

terdapat dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau, penelitijuga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang 

terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator terse but antara lain : 

a) Sumberdaya manusia 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan 

dari sumberdaya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. 

Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan ketrampilan, 

pengetahuan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangny~ 

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. 

Sumberdaya manusia sangat berpeligaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal 

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membutuhkan 

sumberdaya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya 

dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (staff) 

yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang 

milik daerah adalah pengurus barang dan penyimpan barang yang 

merupakan sebagai petugas yang menatausahakan barang milik daerah 

yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.Maka kesiapan 

dari segi kualifikasi, ketrampilan, keahlian dan kompetensi sangat 

diperlukan. Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah 

seharusnya dapat lebih mempercepat dan memahami tentang 

penatausahaan barang milik daerah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan _ bahwa faktor 

sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah, karena 

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung 

jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber

sumber untuk melakukan pekeijaan secara efektif, maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting 

dalam implementasi kebijakan penatausahaan baran~ milik daerah 

yang dimaksud antara lain mencakup; l).aparat mempunyai keahlian 

dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas pengelolaan barang 

milik daerah, 2) ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang 

dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan 
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dikerjakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti 

penatausahaan barang milik daerah tidak akan dapat dilaksanakan 

secara maksimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang 

ada di dinas PMD Kabupaten Malinau belum cukup dan dapat 

mendukung penatausahaan barang milik daerah secara maksimal. Baik 

dari segi jumlah, kualitas, kapasitas dan kecakapannya. Sehingga hal 

ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward Ill 

tentang sumberdaya manusia. 

b) sumberdaya non man usia 

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila 

dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah 

kekurangan sumberdaya pendukung. Sumberdaya pendukung tersebut 

diantaranya adalah fasilitas atau sarana prasarana, anggaran, dan 

informasi. Sarana prasarana penatausahaaii barang milik daerah salah 

satunya adalah gudang penyimpanan. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau belum mempunyai gudang 

penyimpanan yang memadai baik untuk barang yang sudah rusak 

i 
maupun barang yang masih layak pakai. Begitu pula dengan sarana 

I 

I ,, mobilitas untuk menjangkau asset-aset yang ada di kecamatan-

kecamatan maupun di desa-desa yang demikian banyak, dalam rangka 

monitoring dirasakan sangat terbatas. Selain sarana prasarana, 
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sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama 

biaya operasional dalam pelaksanaan inventarisasi, pengecekan barang 

di lokasi, sampai pada monitoring dan evaluasi. Demikian pula 

dengan sumberdaya informasi tentang barang milik daerah belum 

cukup mendukung. Basis data yang terkait barang milik daerah belum 

handal dan akurat, seperti yang diharapkan dalam Sistem Informasi 

Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD). 

Menurut George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber 

daya non manusia berupa sarana prasarana, anggaran, maupun 

informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi, apabila 

seseorang pelaksana memiliki staff yang memadai, memahami apa 

yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sumberdaya pendukung 

maka implementasi yang dilaksanakan tidak akan berhasil karena 

kekurangan pendukung yang dibutuhkan baik sarana prasarana, 

anggaran maupun informasi sehingga akan menghambat implementasi 

kebijakan yang efektif. Berdasarkan basil penelitian diketahui bahwa 

sumberdaya non manusia yaitu sarana prasarana, anggaran maupun 

informasi untuk penatausahaan barang milik daerah yang ada di dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih 

kurang dan belum memadai dan tidak sebanding dengan jumlah 

asset/barang milik daerah yang ada. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana dan anggaran, 

merupakan hal penting dalam menjamin penyelenggaraan 

penatausahaan barang milik daerah. Oleh karena itu sarana prasarana 
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dan anggaran harus secara tepat disiapkan pada saat akan 

dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan penatausahaan barang milik 

daerah belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena 

sarana prasarana dan anggaran yang dibutuhkan belum semua 

terpenuhi. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa somber daya 

non manusia baik berupa sarana prasarana, anggaran, maupun 

informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi. 

3). Faktor Disposisi 

Komitmen, kejujuran dan demokratis adalah watak atau karekteristik 

dari manusia. Dengan memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi 

maka tanggungjawab untuk melaksanakan program atau kebijakan juga 

tinggi. Tanggungjawab penatausahaan barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah Kepala 

Dinas dan Petugas penatausahaan barang milik daerah. Menurut Edward 

III, disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki oleh 

implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan program atau 

kebijakan dengan baik. Dari basil wawancara terhadap informan 

tergambar·penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih belum maksimal. Hal 

ini terlihat masih kurangnya tanggung jawab dalam penatausahaan 

barang milik daerah dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) berkewajiban membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu 
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Inventaris Barang (KIB), laporan barang semesteran dan tahunan. 

Pembuatan laporan barang milik daerah yang tidak: tepat waktu 

merupak:an bentuk disposisi yang tidak: baik dalam menjalankan program 

atau kebijakan. 

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor 

lain dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah. 

Dalam kaitan ini, implemetor kebijak:an haruslah memiliki kemauan, 

keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan kebijakan 

yang ada. Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah 

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, 

dan beberapa bidang yang ada di bawahnya tentunya selaku Kepala 

Dinas bertanggung jawab sebagai pengguna barang/aset milik 

Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya. Dalam hal sikap 

pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Dari 

beberapa wawancara dengan informan menjelaskan bahwa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih kurang 

bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewenangan yang berkaitan 

dengan penatausahaan barang milik daerah sementara pegawai yang 

diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan barang/aset sangat penting, 

karena menyangkut pembagian tugas yang menangani pengelolaan 

barang/aset pada Dinas Pemberdayaan Msayarakat dan Desa kabupaten 

Malinau. Selain itu dari basil wawancara terhadap informan tergambar 

sikap implementor terhadap kebijakan penatausahaan barang/asset daerah 

Dinas PMD Kabupaten Malinau, belum memiliki tanggung jawab 
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sepenuhnya terhadap kebijakan penatausahaan barang/aset daerah 

dimana pengguna barang yang berkewajiban menyampaikan laporan 

barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada pengelola barang. 

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor 

bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti 

adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula 

apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda 

dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu 

kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan 

diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat 

kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi 

hambatan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Karena 

implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan penatausahaan 

barang milik daerah ke depannya jika hal tersebut dibiarkan, akan 

menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan 

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana 

kebijakan. 

4). Faktor Struktur Birokrasi 

Salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi 

adalah prosedur kerja ukuran dasamya Standard Operating Procedur 

(SOP). SOP sangat bermanfaat dan membantu para pelaksana dalam 

memanfaatkan waktu dan menyeragamkan langkah atau tindakan. 

Bilamana SOP dilaksanakan secara efektif maka pelaksanaan program 

-------- ---- ·-------------------------------------
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atau kebijakan akan beijalan secara maksimal. Berdasarkan teori Edward 

III, struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam melaksanakan program atau kebijakan. Aspek struktur birokrasi 

ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur 

organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme pelaksanaan program sudah 

ditetapkan melalui Standard Operating Procedur (SOP). Pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau penatausahaan 

barang milik daerah sudah ada SOP nya. Dari data dan fakta yang 

ditemukan di lapangan dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar 

Operasional Pekeijaan (SOP) belum berjalan dengan baik. Dimana SOP 

ini belum dijadikan sepenuhnya sebagai dasar dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi dalam penatausahaan barang milik daerah, sehingga 

administrasi barang/asset pada dinas PMD Kabupaten Malinau belum 

terti b. 

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi 

penghambat dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah. Adanya :fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi 

yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah. Struktur birokrasi 

memptinyai pengaruh yang sangat siknifikan terhadap pelaksanaan 

kebijakan. Salah satu aspek Struktural yang paling dasar dari suatu 

birokrasi adalah prosedur keija ukuran dasamya Standard Operating 

Procedurs (SOP). SOP sangat bermanfaat untuk menanggulangi keadaan 

umum dalam birokrasi publik. SOP yang digunakan sangat membantu 
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para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah tersedia dan SOP 

juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan dari setiap 

unit kerja. Bilamana SOP ini dilaksanakan secara efektif di Dinas PMD 

Kabupaten Malinau maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan 

barang/aset daerah be:rjalan secara maksimal. Mengetahui kondisi 

tersebut tentunya didasari fakta yang ada dilapangan yakni jawaban dari 

informan sebagai fakta untuk membuktikan sejauhmana struktur 

birokrasi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Penatausahaan barang milik daerah merupakan kebijakan yang mesti 

direncanakan dengan matang karena akan dilaksanakan di seluruh 

daerah. Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat be:rjalan dengan baik 

apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan 

kebijakan yang telah dibuat agar be:rjalan dengan sistematis. Pelaksanaan 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah telah diatur dalam 

prosedur-prosedur dasar ke:rja atau Standar Operational Prosedur (SOP). 

Dari basil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan 

penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah diatur prosedur-prosedur 

dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar ke:rja atau standar operating 

prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. 

Prosedur-prosedur dasar ke:rja adalah prosedur-prosedur atau standar 

yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya 

prosedur-prosedur dasar ke:rja maka implementasi kebijakan dapat sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 
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yang dikemukan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa 

dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu 

yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di 

dalam organisasi. 

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya 

penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. 

Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan prosedur operasi standar yang berupa juknis pelaksanaan 

kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standart operasional 

prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam 

kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau ini sudah cukup baik dilihat 

dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap 

pelaksana kebijakan penatausahaan barang. Artinya dengan sudah 

lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang 

milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malinau, struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling 

tinggi ke level yang paling rendah. Dengan adanya kejelasan tugas dan 

beban keija dari setiap instansi memberikan kemudahan bagi instansi 

lainnya dalam mengeijakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat 

dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten. Tetapi dari segi 

pelaksanaannya, SOP belum dijalankan secara maksimal. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penatausahaan Barang Milik 

Daerah 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat penatausahaan barang milik 

daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung. 

Faktor pendukung penatausahaan barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terkait dengan 

peraturan peundang-undangan mengenai penatausahaan barang milik 

daerah sudah diimplementasikan semaksimal mungkin. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara!Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara!Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua jajaran melalui 

sosialisasi dan komunikasi lainnya. Demikian juga dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 

2007 dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi, 

sumberdaya, disposisi dan strukturbirokrasi. 

Berdasarkan basil temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi kebijakan terkait penatausahaan barang milik daerah pada 

Dinas PMD Kabupaten Malinau telah dilakukan pada semua pihak terkait 

dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga 
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semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan penatausahaan 

barang milik daerah. Terkait dengan sumberdaya, kebijakan 

penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD masih belum 

memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Maka sumberdaya hams 

menjadi perhatian utama, baik sumberdaya manusia, sumberdaya dana, 

dan sumberdaya informasi. Sumberdaya manusia perlu terns ditingkatkan 

kualitas dan kuantitasnya dalam manajemen asset daerah melalui diklat 

yang terprogram dengan baik, beijenjang, dan berkesinambungan. 

Sumberdaya dana perlu terns dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya 

jumlah asset dan peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah. 

Sumberdaya informasi dalam penatausahaan barang milik daerah 

hendaklah terns ditingkatkan dan terns menerns diperbarni. 

Terkait disposisi, dari temuan lapangan bahwa tanggung jawab 

petugas penatausahaan barang milik daerah masih kurang. Untuk itu 

yang hams dilakukan adalah menumbuhkan kemauan dan kemampuan 

semua pihak agar penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Terkait dengan struktur birokrasi, dari temuan dilapangan SOP belum 

dijalankan secara maksimal. Karena itu diperlukan adanya standar yang 

jelas dalam penatausahaan barang milik daerah mulai dari kedudukan, 

wewenang, tugas dan fungsi dalam penatausahaan barang daerah. 

Standard Operating Procedure (SOP) sangat bermanfaat untuk 

menanggulangi keadaan umum dalam birokrasi publik. Dengan adanya 
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SOP maim pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/asset milik 

daerah dapat beijalan maksimal. 

b. Faktor pengbambat. 

Faktor penghambat yang dirasakan dalam penatausahaan barang milik 

daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten 

Malinau dari temuan dilapangan dapat dijelaskan bahwa: 1) jumlah dan 

kualitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih rendah, 

2) sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penatausahaan 

barang milik daerah termasuk didalamnya anggaran seharusnya menjadi 

perhatian dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam 

pencocokan dan klairifikasi data awal, serta cek fisik keberadaan suatu 

barang milik daerah, 3) ketersediaan dan kurang akuratnya data dan 

informasi mengenai barang milik daerah, 4) belum tertibnya laporan 

inventarisasi dan penilaian barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, baik waktu, 

prosedur dan ketepatannya, dan 5) belum adanya peraturan daerah 

tentang penataushaan barang milik daerah. 

Terkait dengan jumlah dan kualitas petugas penatausahaan barang 

yang masih rendah dapat diatasi dengan penempatan personil yang sesuai 

dengan kompetensinya, prosedur keija yangjelas, mengurangi pergantian 

personel petugas tanpa melalui pengkaderan terlebih dahulu, dan 

mengikutsertakan petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. 

Sedangkan ter:kait permasalahan sarana prasarana yang kurang 

memadai termasuk didalamnya anggaran, seharusnya menjadi perhatian 
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penting dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalarn 

pencocokan dan klariftkasi data awal serta cek ftsik pembuktian 

keberadaan suatu barang milik daerah. 

Berkaitan dengan ketersediaan dan kurang akuratnya data dan 

informasi, serta belum tertibnya laporan inventarisasi dan penilaian 

barang dapat diatasi dengan memaksimalkan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dan koordinasi dengan semua 

pemangku kepentingan. 

Terkait dengan belum adanya peraturan daerah tentang penatausahaan 

barang milik daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harus 

segera mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang 

mengatur penatausahaan barang milik daerah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan h'asil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan 

sesuai dengan perumusari masalah dan tujuan penelitian, maka dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut : 

I. Penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pem berdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Malinau dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, · 

disposisi dan struktur birokrasi berjalan kurang baik dan kurang maksimal 

hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. 

Dimana instruksi-instruksi yang diberikan oleh kepala dinas melalui 

pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat rekonsiliasi maupun sosialisasi 

masih jarang dilakukan. 

b. Aspek sumberdaya belum memadai baik terkait sumberdaya manusia, 

informasi, dan sarana prasarana. 

c. Aspek disposisi sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal. Hal ini 

terkait adanya petugas penatausahaan barang yang kurang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

d. Aspek struktur birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Karena Standard 

Operating Procedur (SOP) bel urn berjalan efektif sehingga administrasi 

barang belum tertib. 

2. Faktor pendukung dan penghambat penatausahaan barang milik daerah 

adalah: 

119 
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a. Faktor pendukung penatausahaan barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah adanya 

peraturan perundang-undangan yang jelas dan adanya komitmen dari 

pengguna barang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

b. Faktor penghambat penatausahaan barang milik daerah pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, terutama 

terkait dengan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang bertugas 

dalam menatausahakan barang milik daerah masih kurang, sarana 

prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi 

mengenai barang milik daerah, serta belum diterapkannya Sistem 

Informasi Barang Milik Daerah (SIM BMD) secara maksimal. Selain itu 

belum adanya peraturan penatausahaan BMD yang dikeluarkan oleh 

pemerintah kabupaten Malinau. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang disebutkan di atas, maka dapat 

dikemukan beberapa saran sebagai · bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah 

pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau sebagai 

berikut: 

1. Saran Teoritis 

a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat inelakukan penelitian lebih 

mendalam tentang penatausahaan barang milik daerah terutama masalah 

inventarisasi barang milik daerah. 
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b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

dengan melihat korelasi hubungan antara teori Edward ill dengan 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah. 

2. Saran Praktis 

a. Komunikasi harus Iebih intensif melalui sosialisasi dan koordinasi yang 

komprehensif kepada pemangku kepentingan atau stakeholder pengambil 

kebijakan sampai dengan yang paling bawah. 

b. Kualitas dan kuantitas petugas penatausahaan barang milik daerah perlu 

terns ditingkatkan baik melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi 

kebijakan dan prosedur pelaksanaan, maupun pembinaan dan 

pengawasan secara kontinyu. 

c. Komitmen dan konsistensi tanggungjawab dari para implementor hams 

ditingkatkan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan. 

d. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM 

BMD) secara maksimal dalam penatausahaan barang milik daerah. 

e. Pemberian reward/penghargaan serta sanksi kepada pengguna barang, 

pengurus barang, dan pemyimpan barang dalam penatausahaan barang 

milik daerah berdasarkan standar yangjelas, transparan dan akuntabel. 

£ Membuat SOP yang lebih rinci dalam setiap kegiatan sebagai petunjuk 

dan arab bagi impelementasi kebijakan penatausahaan bararig milik 

daerah. 

g. Pemerintah kabupaten Malinau harus segera mengeluarkan peraturan 

tentang penatausahaan barang milik daerah. 
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Lampiran 1 : DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

NO NAMAJABATAN PERANDALAM 
PENATAUSAHAAN BMD 

1. Kepala Dinas Penanggungjawab & pengguna barang 
2. Pengurus Barang Petugas penatausahaan BMD 
3. Penyimpan Barang Petugas penatausahaan BMD 
4. Sekretaris Kepala Ruangan & pengguna barang 
5. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kepala Ruangan & pengguna barang 
6. Kabid Pemerintahan Desa Kepala Ruangan & pengguna barang 
7. Kabid TIG dan SDA Kepala Ruangan & pengguna barang 
8. Kasubbag Umum & Kepegawaian Kepala Ruangan & pengguna barang 
9. Kasubbag Keuangan & Perencana Kepala Ruangan dan PPK 
10. Kabid Aset BPKD Pembina 
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Lampiran: 2 

PEDOMANWAWANCARA 

Untuk mengarahkan penelitian ini dan sesuai dengan fokus penelitian 
dibuat pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, pertanyaan diarahkan 
bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah. 
Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada 
informan .kunci yang diduga meinpunyai inforrriasi yang dapat menjelaskan · 
fenomena yang terjadi. Dengan demikian pertanyaan dan jumlah infoiman: dapat 
berkembang tergantuilg dinamika yang berkembang ditempat penelltian, · 

Adapun bentuk pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai beikut : 
1. Penatausahaan barang milik daerah. 
1.1. Proses pembukuan barang milik daerah. 

a. Bagaimana proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah? 
b. Apakah proses tersebut sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang 
dimuat dalam Iampiran 25 permendagri nomor 17 tahun 2007? 

Jawab : Proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah pada dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah 
dilaksanakan oleh penguruslpenyimpan barang sesuai dengan 
penggo/ongan dan kodefikasi barang seperti yang tercantum dalam 
Kartu lnyentaris Barang (KIB). Pembuatan KIB dilakukan dengan 
aplikasi · Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM 
BMD). Dimana KIB tersebut berpedoman atau sesuai dengan 
permendagri nomor 17 tahun 2007. 

1.2. Inventarisasi barang milik daerah 
a. Bagaimana kegiatan pencatatan barang milik daerah? 
b. Bagaimana dokumen kegiatan pencatatan Buku Induk Inventaris (BII), 
Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu lnventaris 
Ruangan (KIR)? 

Jawab : Kegiatan pencatatan barang milik daerah di dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau te/ah dilakukan sesuai 
aturan yang berlaku baik Buku Induk Jnventaris (BII), Buku Inventaris 
(BI), Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR) yang telah dibuat oleh pengurus barang. 

1.3. Pelaporan barang milik daerah 
a. Bagaimana kegiatan pelaporan barang milik daerah? 
b. Bagaimana dokumentasi pelaporan Daftar Rekapitulasi Inventaris dan 
Daftar Mutasi Barang? 

Jawab: Kegiatan pelaporan barang milik daerah pada dinas PMD Kabupaten 
Malinau telah dilaksanakan akan tetapi masih terkendala waktu, 
dimana pelaporan tidak dibuat secara tepat waktu. Seperti Daftar 
Rekapitulasi Inventaris maupun Daftar Mutasi Barang yang 
seharusnya dibuat secara berkala baik semesteran maupun tahunan. 
Hal ini dikarenakan petugas kurang mempunyai kemampuan, 
pengetahuan maupun keahlian. 
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2. Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah, yakni 
meliputi: 
2.1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang dengan adanya 

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006? 
Jawab : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolan 

Barang Milik Negara/Daerah adalah merupakan salah satu regulasi 
yang dipedomani oleh pemrintah birokrasi khususnya pengelola 
barang baik barang milik Negara maupun barang milik daerah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut 
dijelaskan bagaimana siklus/alur pengelolaan barang mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, penghapusan, penjualan dan sebagainya serta 
dijelaskan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan barang milik 
Negara maupun daerah. 

2.2. Bagaimana implementasi permendagri nomor 17 tahun 2007 dalam 
pengelolaan barang milik daerah? 

Jawab : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
merupakan pedoman atau petunjuk teknis secara rinci dalam 
pelaksanaan dari pada PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai contoh 
adalah bagaimana proses perencanaan, pengadaan atau 
penghapusan barang. 

2.3. Bagaimana implementasi permendagri nomor 17 tahun 2007 dalam 
penatausahaan barang milik daerah? 

Jawab : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
merupakan pedoman atau petunjuk teknis dalam penatausahaan 
barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
peloporan barang milik daerah. Dimana dalam permendagri nomor 
17 tahun 2007 tersebut memuat tentang Kartu Inventaris Ruangan 
(KJR), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Mutasi Barang dan hal
hal lain yang berkaiatan dengan penatausahaan barang milik daerah. 

3. Sosialisasi, koordinasi dan implementasi penatausahaan barang milik daerah. 
3.1. Persiapan dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah: 
a. Bagaimana sosialisasi dan komunikasi PP nom or 6 tahun 2006? 
b. Bagaimana sosialisasi dan komunikasi permendagn nonior 17 tahun2007) 

Jawab : Sosialisasi dari 2 (dua) aturan tersebut jarang dilaksanakan baik 
kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang maupun kepada 
pengurus/penyimpan barang selaku petugas penatausahaan barang 
milik daerah. 

3.2. Bagaimana implementasi penatausahaan barang milik daerah? 
Jawab : Jmplementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di Dinas 

P MD Kabupaten Malinau sudah beljalan sesuai harapan, hal ini 
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terlihat dari komitmen yang kuat dari Kepala dinas dan 
pengurus/penyimpan barang. Namun demikian masih terdapat 
kendala maupun hambatan khususnya masalah keahlian, pengetahuan 
maupun kemampuan pengurus/penyimpan barang yang masih kurang 
dalam penatausahaan barang milik daerah. Dan seringnya 
pergantian pengurus/penyimpan barang. 

3.3. Bagaimana proses pembukuan barang milik daerah? 
Jawab : Proses pembukuan yang meliputi kegiatan pendqftaran dan pencatatan 

barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna 
barang telah dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Malinau.Pendqftaran dan pencatatan barang milik 
daerah dilakukan ke dalam Kartulnventaris Barang (KIB). 

3.4. Bagaimana proses inveiltarisasi barang milik daerah? 
Jawab : Proses atau kegiatan inventarisasi barang milik daerah pada dinas 

P MD Kabupaten Malinau telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat 
dari adanya buku inventaris yang memuat data lokasi, jenis/merk, 
jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan 
barang dan sebagainya. 

3.5. Bagaimana proses pelaporan barang milik daerah? 
Jawab : Kegiatan pelaporan barang milik daerah pada dinas PMD Kabupaten 

Malinau telah dilakukan hal ini terbukti dengan adanya dokumen 
yang berupa Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi 
Baran g. 

4. Pengurusan Barang Milik Daerah 
a. Bagaimana pelaksanaan pencatatan seluruh barang milik daerah yang 

berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI 
dan Bll, sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah? 

Jawab : Barang milik daerah yang perolehannya dari APBD atau perolehan 
lainnya telah dicatat oleh pengurus/penyimpan barang pada 
bukulkartu barang sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan 
bar an g. 

b. Bagaimana pelaksanaan pencatatan barang milik daerah yang 
dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan? 

Jawab : Barang-barang yang berada dalam proses pemeliharaan atau 
perbaikan dicatat oleh pengurus barang dalam kartu pemeliharan. 
Dimana didalam kartu pemeliharaan mencamtumkan barimg/asset 
yang dipelihara/perbaiki, tanggal pemeliharaanlperbaikan maupun 
biaya yang dipergunakannya. 

c. Bagaimana pelaksanaan penyusunan laporan barang pengguna semesteran 
(LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan 
inventarisasi 5 (lima) tahunan? 
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Jawab : Sebagai bentuk pertanggungjawaban/akutabilitas SKPD selaku 
pengguna baranglasset, Kepala Dinas wajib membuat laporan 
semesteran, laporan tahunan dan melakukan inventarisasi atau sensus 
paling lama 5 (lima) tahun sekali. 

d. Bagaimana pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daerah yang 
rusak atau tidak dipergunakan lagi 

Jawab : Aset/barang milik daerah yang sudah rusak/tidak dapat 
dimanfaatkan/dipergunakan lagi, Kepala Dinas selaku pengguna 
barang dapat mengajukan usulan penghapusan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. Namun sebelum mengajukan usulan 
pengahapusan perlu dilakukan kajian-kajian teknis dengan mengacu 
pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

5. Pengurus dan Penyimpan Barang 
a. Bagaimana proses penetapan pengurus dan penyimpan barang? 
Jawab : Pengurus dan Penyimpan barang diusulkan oleh Kepala Dinas untuk 

setiap tahunnya. Selanjutnya dari permohonan tersebut ditetapkan 
denl?an Sural Keputusan oleh Bupati. 

b. Bagaimana menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang milik daerah? 
Jawab : Barang milik daerah yang sudah dibeli/diadakan selanjutnya 

didistirbusikanldisalurkan penggunaannya kepada pejabat atau 
pegawai yang ditunjuk dalam rangka menunjang tupoksi. Tapi 
sebelum diserahkan penggunaannya disimpan dan dicatat oleh 
pengurus/penyimpan barang. 

c. · Bagaimana meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang milik 
daerah yang diterima? 

Jawab : Setiap dokumen pengadaan barang dan jasa wajib disimpan oleh 
pejabat pengadaan atau pejabat yang ditunjuk, karena sewaktu-waktu 
dokumen tersebut dibutuhkan terutama pada saat pemeriksaan dan 
juga sebagai dasar dalam kapitalisasi asset. 

d. Bagaimana meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan 
dokumen pengadaan 

Jawab : Penerimaan barang oleh panitia pemeriksa barang atau pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan spesifikasi dari barang itu sendiri, baik dari 
jumlah maupun kualitas. Hal ini dihikukan untuk menghin{}ari 
penyimpangan-penyimpimgan dalam pengadaan barang. 

e. Bagaimana proses mencatat barang milik daerah yang diterima ke · dalam 
buku I kartu barang? · · 
Jawab : Barang yang sudah diserahkan kepada penyimpan barang setelah 

diperiksa oleh panitia pemeriksa barang selanjunya dicatat menjadi 
asset pada buku/kartu barang. 

f. Bagaimana mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan? 
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Jawab : Sebagai bentuk pengamanan terhadap asset/barang milik daerah 
pengurus/penyimpan barang diwajibkan melakukan pencatatan dan 
penyimpanan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. 

g. Bagaimana membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan 
barang milik daerah kepada kepala SKPD 

Jawab : Penyimpan barang setiap bulan diwajibkan membuat laporan 
penerimaan, penyaluran dan kondisi stok/persediaan barang. 
Laporan ini disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. 

6. Kepala SKPD sebagai pengguna barang 
a. Bagaimana pelaksanaan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah? 
Jawab : Pada awal anggaran sebelum penetapan APBD Kepala Dinas 

diharuskan mengajukan usulan rencana kebutuhan 
barang/pemeliharaan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan pada tahun anggaran 
yang akan dating. 

b. Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya? 

Jawab : Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah 
oleh Kepala Dinas diwqjibkan melakukan pencatatan-pencatatan dan 
melakukan inventarisasi-inventarisasi serta melakukan pelaporan 
secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

c. Bagaimana pelaksanaan penggunaan barang milik daerah? 
Jawab : Barang milik daerah yang berada pada pengguna, wajib digunakan 

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan .fungsi dinas. 
Kemudian apabila barang/asset tersebut sudah tidak lagi 
dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan .fungsi maka 
barang/asset tersebut harus dikembalikan. 

d. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan memelihara barang milik daerah? 
Jawab : Barang/asset yang sudah tercatat pada pengguna, merupakan 

kewajiban untuk memelihara barang/asset tersebut sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

e. Bagaimana pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan? 

Jawab : Pembuatan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 
harus dilakukan dalam rangka menertibkan, mengevaluasi serta untuk 
mengetahui keadaan mutasi daripada barang/asset terse but. 

7. Kepala Ruangan 
a. Bagaimana proses pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

berada dalam ruangan? 
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Jawab : Barang-barang atau asset yang berada dalam ruangan sudah tercatat 
dalam Kartu lnventaris Ruangan (KJR) sesuai dengan kodefikasi dan 
penggolongan barangnya. 

b. Bagaimana proses pelaporan barang milik daerah yang berada dalam 
ruangan? 

Jawab : Barang/asset yang berada dalam ruangan dilaporkan berdasarkan 
perubahan keadaan barang tersebut baik rusak berat, rusak ringan 
maupun dalam kondisi baik. 

8. Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah 
8.1. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah 

a. Komunikasi kebijakan 
Jawab : Berhasil tidaknya suatu pekeljaan atau kebijakan bergantung pada 

komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara pimpinan 
dan bawahan. Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Malinau komunikasi dalam penatausahaan barang milik 
daerah sudah dilaksanakan, misalnya dalam bentuk intruksi-intruksi, 
sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi maupun peertemuan-pertemuan 
rutin. 

b. Sumber-sumber 
Jawab : Berhasil tidaknya implementasi kebijakan juga ditentukan oleh 

sumber-sumber antara lain jumlah staf yang ada, sarana dan 
prasarana, keuangan, informasi dan lain-lain. Pada dinas PMD 
Kabupaten Malinau untuk jumlah petugas/staf penatausahaan barang 
masih kurang. Disamping itu sarana dan prasarana yang kurang 
memadai, seperti misalnya gudang yang belum memamdai. 

c. Disposisi 
Jawab : Tingkah laku penentu kebijakan juga berpengaruh tingkat 

keberhasilan suatu kebijakan, sebagai contoh misalnya beberapa 
waktu lalu dinas PMD sudah mengqjukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati Malinau melalui Sekretaris 
Daerah terhadap barang milik daerah yang sudah tidak layak untuk 
dihapus, namun kenyataan dilapangan belum ditindaklanjuti oleh 
penentu kebijakan. 

d. Struktur birokrasi 
Jawab : Struktur birokrasi ini juga sangat menentukan keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah. 
Jmplementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di dinas 
P MD saat ini dirasakan masih ada kendala, hal ini terkait dengan 
belum lengkapnya Standard Operatinal Procedure (SOP) dan SOP 
yang sudah ada belum dijalankan secara maksimal. 
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8.2. Bagaimana proses komunikasi kebijakan 
a. Bagaimana pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut 

(transmisi)? 
b. Apakah perintah kepada pelaksana kebijakan sudah konsisten dan jelas 

(konsistensi)? 
c. Apakah petunjuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut sudah ada kejelasan 

(clarity)? 
Jawab : Bila ditinjau dari komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan 

kejelasanlclarity pada dinas PMD Kabupaten Malinau sudah berjalan 
sesuai dengan kententuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi 
tidak semuanya seperti yang diharapkan. Sebagai contohnya adalah 
sosialisasi penatausahaan barang milik daerah masih kurang 
dilaksanakan. Akan tetapi untuk pertemuan-pertemuan rutin sering 
dilakukan. Adanya laporan-laporan rutin, semesteran maupun 
laporan tahunan. 

8.3. Kaitannya dengan sumber-sumber 
a. Apakah jumlah dan kualitas staf pelaksana sudah memadai dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya? 
Jawab : Staf/petugas penatausahaan BMD yaitu pengurus barang dan 

penyimpan barang yang masing-masing 1 (satu) orang masih kurang 
jika dibandingkan dengan bebanlvolume pekerjaannya. Perlu adanya 
penambahan penyimpan barang dan pengurus barang masing-masing 
minimal 2 (dua) orang. Pengurus dan penyimpan barang itupun harus 
memiliki kualitas dan kompentensi yang memadai. 

b. Bagaimana kebijakan dilaksanakan dan bagaimana kepatuhan pelaksana 
(informasi)? 

Jawab : Kepatuhan staf/petugas penatausahaan BMD belum maksimal. Hal 
ini disebabkan oleh belum semua petugas penatausahaan BMD 
mengetahui dan memahami aturan mengenai penatausahaan barang 
milik daerah. 

c. Apakah kewenangan dari pelaksana sudah jelas dan digunakan 
sebagaimana mestinya (wewenang)? 

Jawab : Kewenaganltugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus 
barang dan penyimpan barang pada dinas P MD Kabupaten Malinau 
belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 
laporan-laporan yang disampaikan be!um atau selalu tidak tepat 
~aktu. Disamping itu kompetensi petugas yang masih kurang dan 
sering terjadinya muiasi pegawai/petugas tanpa melalui pengkaderan. 

d. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasinya 
( fasilitas-fasilitas) 

Jawab : Sarana yang dimilik oleh dinas PMD Kabupaten Malinau masih 
terbatas. Idealnya harus memiliki gudang yang dapat menampung 
BMD baik yang dalam kondisi rusak maupun baik 
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8.4. Kaitannya dengan disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dari 
pelaksanaan 

a. Hambatan-hambatan dalam implementasi 
b. Insentif 
c. Sanksi 
Jawab : Terkait hambatan-hambatan dalam implementasi penatausahaan 

barang milik daerah yaitu selain kompetensi petugas, sarana 
prasarana yang kurang memadai, kurangnya kegiatan pembinaan dan 
pengawasan. Penghargaan terhadap penyimpan barang dan pengurus 
barang yang berprestasi dan disiplin yang kurang dan penerapan 
sanksi kepada staf yang tidak melaksanakan tugas belum ditegakkan. 

8.5. Kaitannya dengan struktur birokrasi 
a. Prosedur-proesdur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut SOP 
Jawab : Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan periatausahaan 

barang milik daerah juga mempengaruhi keberhasilan dari 
penatausahaan barang milik daerah. 

8.6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan implementasi penatausahaan barang 
milik daerah 

a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007 
Jawab : Regulasi terkait penatausahaan barang milik daerah cukup lengkap 

dan jelas, namun pemahaman dalam pelaksanaan aturan-aturan oleh 
pelaksana/petugas yang masih kurang. 

8.7. Usulan perbaikan kebijakan 
a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007 
Jawab : Hingga saat ini belum ada usulan perbaikan dari aturan-aturan 

tersebut di atas. 

8.8. Usulan perbaikan implementasi kebijakan 
a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007 
Jawab : Sampai saat ini belum ada usulan perbaikan dalam implementasi 

kebijakan panatausahaan BMD karena aturan-aturan yang ada sudah 
cukup sebagai dasar dalam penatausahaan barang milik daerah yang 
baik dan benar. 

Malinau, September 2017 
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Lampiran: 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

Untuk mengarahkan penelitian ini dan sesuai dengan fokus penelitian 
dibuat pedoman observasi. Hal ini dimaksudkan sebagai araban bagi peneliti 
dalam mengungkap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penatausahaan 
barang milik daeraha, yaitu: 
1. Penatausahaan barang milik daerah 
1.1. Proses pembukuan barang milik daerah. 

a. Proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah; 
b. Proses tersebut sesuai dengan Iampiran 25 dalam permendagri nomor 17 
tahun 2007; 

1.2. Inventarisasi barang milik daerah 
a. Kegiatan pencatatan barang milik daerah; 
b. Dokumen kegiatan pencatatan Buku Induk Inventaris (BII), Buku 
Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Ruangan 
(KIR); 

1.3. Pelaporan barang milik daerah 
a. Kegiatan pelaporan barang milik daerah; 
b. Dokumentasi pelaporan Daft:ar Rekapitulasi Inventaris dan Daft:ar Mutasi 
Barang; 

2. Sosialisasi, koordinasi dan implementasi penatausahaan barang milik 
daerah 
2.1. Persiapan dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik 

daerah: 
a. Sosialisasi dan komunikasi PP nomor 6 tahun 2006; 
b. Sosialisasi dan komunikasi permendagri nomor 17 tahun 2007; 

2.2. Implementasi penatausahaan barang milik daerah; 
2.3. Proses pembukuan barang milik daerah; 
2.4. Proses inventarisasi barang milik daerah; 
2.5. Proses pelaporan barang milik daerah; 

3. Pengurusan Barang Milik Daerah 
a. Pelaksanaan pencatatan seluruh barang milik daerah yang berasal dari 

APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI dan BII, 
sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; 

b. Pelaksanaan. pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke 
dalam kartu pemeliharaan; 

c. Pelaksanaan penyusunari Iaporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan 
laporan barang perigguna tahunan (LBPT) serla laporan inventarisasi . 5 
(lima) tahunan; 

d. Pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daenih yang rusak atau tidak 
dipergunakan lagi; 

4. Pengurus dan Penyimpan Barang 
a. Proses penetapan pengurus dan penyimpan barang; 
b. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan bar~mg milik daerah; 
c. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang milik daerah yang 

diterima; 

43408.pdf 



135 

d. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen 
pengadaan; 

e. Proses mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku I kartu 
barang; 

£ Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; 
g. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang 

milik daerah kepada kepala SKPD 
5. Kepala SKPD sebagai pengguna barang 

a. Pelaksanaan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah; 
b. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 
c. Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah; 
d. Pelaksanaan pengamanan dan memelihara barang milik daerah; 
e. Pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 

Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan; 
6. Kepala Ruangan 

a. Proses pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 
ruangan; 

b. Proses pelaporan barang milik daerah yang berada dalam ruangan; 
7. Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah 
7.1. Komunikasi kebijakan 

Dengan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut (transmisi) 
a. Perintah kepada pelaksana kebijakan terkait kosistensi dan kejelasan 

(konsistensi) 
b. Petunjuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut terkait kejelasannya (clarity) 

7.2. Sumber-sumber 
a. Jumlah dan kualitas staf pelaksana terkait dengan pelaksanaan tugas pokok 

dan :fungsinya (sta.f) 
b. Pelaksanaan kebijakan terkait dengan kepatuhan pelaksana (informasi) 
c. Kewenangan dari pelaksana terkait kejelasannya dan pelaksanaan 

kewenagan (wewenang) 
d. Kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasinya (fasilitas-fasilitas) 

7.3. Disposisi 
a. Hambatan-hambatan dalam implementasi 
b. Insentif 
c. Sanksi 

7.4. Struktur birokrasi 
a. Prosedur-proesdur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut Standard 

Operating Procedures (SOP) 

Malinau, September 2017 
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Lampiran 4: DOKUMENTASI WAWANCARA 

Wawancara dengan Kepala Dinas PMD tentang penatausahaan BMD 

Wawancara dengan Kabid TIG tentang KIR, KIB 
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Wawancara dengan Kabid PEMMAS tentang penatausahaan BMD termasuk KIR 

FDG dengan Sekretaris, Kasubbag UMPEG, Penyimpan/Pengurus Barang tentang 
penatausahaan BMD 
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Wawancara dengan Kabid PEMDES tentang KJR, KIB 

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Perencana tentang penatausahaan 
BMD 
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Lampiran 5 : Format Rekapitulasi Barang Ke Neraca 
_)··•·····-,--:· KABUPATEN MALINAU 

Provinsi 

Kab./Kota 

Bidang 

KAUMANTAN(/TARA 

KABUPATEN MAUNAU 

Bidang Kependudukan 

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 

PER 31-Dec-2016 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

UPB 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA 

KODE NAMABARANG 

ASETTETAP 

01 Tanah 

02 Peralatail diln Mesin 

02 Alat-alat Besar 

03 Alat-alat Angkutan 

04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 

05 AlatPertanian 

06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 

07 Alat Studio dan Alat Komunikasi 

08 Alat-alat Kedokteran 

09 Alat Laboratorfum 

10 Alat-alat Perenjalaan/Keamanan 

03 Gedung dan Bangunan 

11 Bangunan Gedung . 

12 Monumen 

04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

13 . Jalan dan Jembatan 

14 Bangunan Airfirigasi 

15 Instalasi 
16 Jaringan 

OS AsetTetap Lainya 

17 Buku dan Perpustakaan 

18 Barang Bercorak Kebudayaan 

19 Hewan dan T emak serta Tanaman 

20 Aset Renovasi 

06 Konstruksi Dalam PengeJjaan 

ASET LAINNYA 

07 Aset Lainnya 

01 Aset Lainnya 

21 Aset Kondisi. Rusak Berat 

22 Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain 

24 Aset 1ldak Berwujud 

Rfi(ApiTlJlAS!BARANG KE NERACA 

mpD$&1® 

NilAI (Rp.) 

7,265,612,216.00 

0.00 

6,216,804,416.00 

0.00 

3,539,202,094.00 

10,833,900.00 

0.00 

2,585,430,240.00 

81,338,182.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.048,807,800.00 

1,048,807,800.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

1,140,669,000.00 

1.140.669,000.00 

0.00 

1,140,669,000,00 

0.00 

0.00 

Halaman 1 dari 1 
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Lampiran : 6 Contoh Laporan Mutasi Barang 

Provlnsl 

Kab./Kota 

Bldimg 

: KAUMANTAN UTARA 

: KABUPATEN MAUNAU 

: Bidang Kependudukan 
Unit Organlsasl 

Sub Unit Organlsasl 

UPB 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN.DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

NOMOR 

Urut Kode Barang Register 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

02.03.01.01.02 0001 

02.03.01.01.02 ooo:i 

02.03.01.01.02 0003 

02.03.01.05.D! 0001 Sid 0013 

02.03.01.05.D! 0029 

02.03.01.05.01 0072 

02.03.01.05.01 0073 

02.D3.03.02.02 0001 sld 0002 

02.03.Q3.02.02 0001 sld 0005 

02.03.03.02.02 0001 S/d 0008 

MENGETAHUI 

Kepala Dlnas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

SPESIFIKASI BARANG 

Merk/ 
Nama I lenis Barang Type 

Jeep 4X4 

Jeep Mlsubslh I 
Strada 4X4 

Jeep Toyota I 
Hllux double 

cab 

Sepeda Motor Suzuki 1 
Alxelo F 

Sepeda Motor Suzuki/ 
AlxeloFI 

Sepeda Motor suzuki Exelo 
I FL125SCD 

Sepeda Motor Suzuki/ 
Shogun 

Motor Boat Yasuka I 
GX420 

Motor Boat Robin I 
EY20DJ 

Motor Boat Honda 

No. Sertlflkat 
No. Pabrik 
No. Chasls 
No. Mesln 

. 

112105400334 

112105400334 

MHSBF45SADJ35 

LAPORAN MUTASI BARANG 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
TAHUN ANGGARAN 

periode 01 January 2016 s/d 31 December 2016 

Ukuran 
Asai/Cara Barang/ Kondl• 

Bahan Perolehan Konstruksl Satuan I 

JUMLAHAWAL 

Barang (P,S,D) (B/KB Barang Harga 
/RB) 

BESI Pembellan 3000 Balk 1 407,589,100.00 

Besl Pembellan 2500 Balk 1 301,840,000.00 

Besl Pembellan 2500 Balk 1 400,000,000.00 

Besl Pembellan 125 Balk 13 220,071,423.00 

besl Pembellan 125 Balk 1 16,928,571.00 

Besl Pembellan 125 Balk 30 462,900,000.00 

Besl Pembellan 125 Rusak so 1,359,600,000.00 
Berat 

campuran Pembellan 16 PK Balk 2 34,000,000.00 

besl Pembellan 5 PK Rusak 8 93,200,000.00 
Be rat 

besl Pembellan 15 PK Rusak 11 187,000,000.00 
Berat 

Barang 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NO. KODE LOKASI : 12.23.06.10.02.01.01 

MUTASI JUMLAH AKHIR 

Berkurang 

Bertambah Barang Harga 

Harga 

0.00 1 407,589,100.00 

0.00 

0.00 1 301,840,000.00 

0.00 

0.00 1 400,000,000.00 

o.oo 
0.00 13 220,071,423.00 

0.00 

0.00 1 16,928,571.00 

0.00 

0.00 30 462,900,000.00 

0.00 

0.00 so 1,359,600,000.00 

0.00 

0.00 2 34,000,000.00 

0.00 

0.00 8 93,200,000.00 

0.00 

0.00 11 187,000,000.00 

0.00 

MALINAU, 1 Januarl 2017 

Pengurus Barang 
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n 7 : Contoh Format Buku lnventaris 

Provlnsl 

Kab./Kota 

Bldang 

Unit Organlsasl 

Sub Unit Organlsasl 

UPB 

: KAUMANTAN UTARA 

: KABUPATEN MAUNAU 

: Bidang Kependudukan . 
: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

NOM OR SPESIFIKASI BARANG 

Urut 

1 

1 

2 

3 

Kode Barang Register Nama {lenls Barang 

2 3 4 

02.06.04.01.08 0070 s/d 0075 Meja Ke~a Pegawal Non Struktural · 

02.06.04.01.08 0076 Meja Ke~a Pegawal Non Struktural 

02.06.04.01.08 0077 S/d 0080 Meja Ke~a Pegawal Non Struktural 

MENGETAHUI 

Kepala Dlnas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

Merkt 
Type 

5 

Arlnda 

Ollmplc 

Ugna 

No.Sertlflkat 
No. Pabrlk 
No.Chasls 
No. Mesln 

6 

KABUPATEN MALINAU 

BUKU INVENTARIS 

Asai/Cara Tahun 
Bahan Perolehan Pem• 

Barang bellan 

7 8 9 

Kayu Pembellan 2001 

Kayu Pembellan 2001 

Kayu Pembellan 2001 

Ukuran 
Barang/ 

Konstruksl Satuan 

(P, S, D) 

10 11 

Standar 

Standar 

Standar 

NO. KODE LOKASI : 12.23.06.10.02.01.01.01 

Keadaan 
Barang Barang 

(B/KB/RB) 

12 13 

Balk 6 

Balk 1 

Balk 4 

Jumlah 

JUMLAH 

Harga 
Keterangan 

14 15 

1,350,000.00 Harga Satuan : 
225.000,00 

225,000.00 

900,000.00 Harga Satuan : 
225.000 00 

2,475,000.00 

MALINAU, 31 Desember 2016 

Pengurus Barang 
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Lampiran 8: Format Daftar Aset Tetap 

Provinsi 

Kab./Kota 

Bldang 

KALIMANTAN UTARA 

KABUPATEN MAUNAU 

Bidang Kependudukan 

KABUPATEN MAUNAU 
DAFTAR ASET TETAP 

GEDUNG DAN BANGUNAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

PER 31-Dec-2016 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

UPB 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBEROAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

NO NAMABARANG ALAMAT f.LOKASI 

1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Bangunan Gedung 

- Bangunan Gedung Kantor Permaneri Tanjung Belimbing 

- Bangunan Gedung Kantor Permanen Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat 

TOTAL 

DAi=rAR ASfllETAP 4 GEDUNG DAN BANGUNAN 

LUAS NILAI(Rp.) 
(M2) 

1,048,807,800.00 

1,048,807,800.00 

250.00 533,031,000.00 

515,776,800.00 

1,048,807,800.00 

Halaman 1 dari 1 
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Provinsi 

Kab./Kota 

Bidang 

KAUMANTAN UTARA 

KABUPATEN MAUNAU 

Bidang Kependudukan 

KABUPATEN MAUNAU 
DAFTAR ASET TETAP 

PERALATAN DAN MESIN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

PER 31-Dec-2016 

Unit Organisasi 

SUb Unit Organisasi 

UPB 

DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA 

NO NAMABARANG 

1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKin DAN DESA 

Aliit~alat Angkutan 

- Jeep 

- Sepeda Motor 

- MotorBoat 

Alat Bengkel dan Alat Ukur 

- Mesin Las Listrik 

Atat Kantor dan Rumah Tangga 

- Mesin Abseil (Time Recorder) 

- Mesin Foto CDpy dengan kertas biasa folio 

- Brand.Kas 

- lemari kayu 

- White Board 

- Kursl Besi/Metal 

- Meja Rapat 

- Kursi Putar 

- Meja Komputer 

- Meja Biro 

- Sofa 

- ACUnit 

- Loudspeaker 

- Unit Power Supply 

- Camera Digital 

- Dispenser 

- HandyCam 

- P.CUnit 

- LapTop 

- Printer 

- Computer Compatible 

- CPU 

- Monitor 

- Printer 

- Peralatan Personal Komputer Lain-fain 

- Meja KeJja Pejabat Eselon ill 

- Meja KeJja Pegawal Non Stru~ral 

- ·lemari Arsip untuk arsip Dlnamis 

Alat Studio dan Alat KOmunikasi 

- Proyektor + Attachment 

· - Film Projector 

- Lensa Kamera 

- Sound System 

- Facsimile 

TOTAL 

OAFTAR ASET TETAP ~ PERALA TAN DAN MESIN 

NWf4it1¢1 

JUMLAH NILAI(Rp.) 

594 . 6,216,804,416.00 

149 3,539,202,094.00 

3 1,109,429,100.00 

123 2,042,504,994.00 

23 387,268,000.00 

1 10,833,900.00 

1 10,833,900.00 

437 2,585,430,240.00 

1 2,357,000.00 

1 85,269,000.00 

2 3,105,000.00 

5 5,000,000.00 

1 1,350,000.00 

19 25,205,400.00 

1 15,000,000.00 

18 30,282,500.00 

3 9,120,000.00 

19 31,503,900.00 

2 5,120,000.00 

8 25,200,000.00 

2 2,631,090.00 

8 14,440,800.00 

4 32,350,000.00 

1 1,050,000.00 

2 17,000,000.00 

8 67,140,000.00 

215 1,918,175,844.00 

70 133,108,700.00 

2 15,080,400.00 

1 14,498,000.00 

1 2,155,000.00 

30 104,096,516.00 

1 2,631,090.00 

1 1,190,000.00 

10 18,370,000.00 

1 3,000,000.00 

7 81,338,182.00 

1 24,438,182.00 

l 10,000,000.00 . 

1 30,000,000.00 

1 10,000,000.00 

3 6,900,000.00 

594 6,216,804,416.00 

Halaman 1 dari 1 
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Lampiran 10: Format Daftar Aset Yang Rusak 

Provinsi 

Kab./Kota 

Bidang 

KAUMANTAN UTARA 

KABUPATEN MAUNAU 

Bidang Kependudukan 

KABUPATEN MAUNAU 

DAFTARASET 
ASET LAINNYA 

TAHUN ANGGARAN 2016 

PER 31-Dec-2016 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

UPB 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

NO NAMABARANG 

1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Alat-alatAngkutan 

- Sepeda Motor 

- Motor Boat 

Alat .Kantor dan Rumah Tangga 

' - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 

-. Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 

- Filling Besi/Metal 

- Le!J!'Irl kayu 
- Alat Penghanrur Kertas 

- Overhead PrOjeldl:ir 

- Meja Komputer 

- Unit Power Supply 

- Stabilisator 

- camera Digital 

- Handycam 

- P.CUnit 

- LapTop 

- Note Book 

- Printer 

CPU 

- Printer 

- Leman Alsip untuk arsip Dinamis 

Alat Studio dan Alat Komunikasi 

- camera + Attachment 

- Proyektor + Attachment 

Instalasi 

- Instalsi Pusat Pengatur Ustrik Lain-lain 

TOTAL 

DAfTARASETlTIAP- ASET lAINNYA 

!mjj\1!18!1!!mJ 

JUMLAH NILAI (Rp.) 

120 1,140,669,000.00 

14 219,799,000.00 

1 16,995;000.00 

13 202,804,000.00 

102 614,550,000.00 

1 3,000,000.00 
1 56,000,000.00 

9 13,300,000.00 

2 2,000,000.00 

4 5,900,000.00 

2 42,300,000.00 . 

1 3,040,000.00 

1 2,800,000.00 

1 1,050,000.00 

3 14,000,000.00 

2 18,000,000.00 

15 81,925,000.00 

17 201,600,000.00 

6 93,700,000.00 

13 22,035,000.00 

8 22,400,000.00 

15 28,500,000.00 

1 3,000,000.00 

3 30,000,000.00 . 

1 10,000,000.00 

2 20,000,000.00 

1 276,320,000.00 

1 276,320,000.00 

120 1,140,669,000.00 

Halaman 1 dari 1 
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Lampiran 11 :FOrmat Kartu lnventaris Bar8ng (KIBr- -- ~-- ----- -- - ~~ - ---- --- -- --

• Provlnsl 

Kab./Kota 

Bldang 

Unit org·anlsasl 

Sub Unit Organlsasl 

UPB 

NO. KODE LOKASI 

No. Kode Barang 

1 2. 

1 02.06.04.01.08 

2 02.06.04.01.08 

3 02.06.04.01.08 

: KAUMANTAN UTARA 
: KABUPATEN MAUNAU 

: Bldang Kependudukan 

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

: 12.23.06.10.02.01.01.01 

Jenls Barang I Nomor 
Nama Barang Register 

3 4 

MeJa Ke~a Pegawal Non 0070 s/d 0075 
Struktural 

Meja Ke~a Pegawal Non 0076 
struktural 

Meja Ke~a Pegawal Non 0077 s/d 0060 
struktural 

MENGETAHUI 

Kepala Dlnas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

NIP. 

Merk/ Ukuran/ 
Type cc 

5 6 

Arlnda Standar 

Olimplc Standar 

Ugna Standar 

KABUPATEN MALINAU 

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B 
PERALATAN DAN MESIN 

Tahun Nomor 
Bahan Pem-

bell an 
Pabrlk Rangka Mesln 

7 8 9 10 11 

Kayo 2001 

Kayu 2001 

Kayu 2001 

Polls I BPKB 

12. 13 

Jumlah Harga 

Asal Harga Keterangan 
usul (rlbuan Rp) 

14 15 16 

Pembellan 1,350.00 Barang Baru 
Dltemukan 
Mutasl Darl 
Dlnas 
Kehutanan 

Pembellan 225.00 Barang Baru 
Dltemukan 
Mutasl Darl 
Dlnas 
Kehutanan 

Pembellan 900.00 Barang Baru 
Dltemukan 
Mutasl Darl 
Dlnas 
Kehutanan 

2,475.00 

MAUNAU, 1 Januarl 2.017 

Pengurus Barang 

NIP. 

43408.pdf 



Lampiran 12: Format Kartu lnventaris Ruangan 

Provlilsl 

Kab./Kota 

Bidang 

: KALIMANTAN UTARA 

: KABUPATEN MALINAU 

: Bldang Kependudukan 

Unit Organlsasi 

Sub Unit Organisasi 

UPB 

Ruangan 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

: Kepala Dlnas 

No. 

1 

1 

2 

3 

4 

lenls Barang I 
Nama Barang 

2 

Alat Penghancur Kertas 

Meja Komputer 

Lemar/ Es 

Gucer 

MENGETAHUI 

Kepala Dlnas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

NIP. 

Merk/ Model 

3 

Gemet 

Ugna 

Sharp 

Local 

No. Serl Ukuran 
Pabrlk 

4 5 

KABUPATEN MALINAU 

KARTU INVENTARIS RUANGAN 

PER 31-Dec-2016 

Tahun 
Bahan Pembuatan/ No.Kode 

Pembellan Barang 

6 7 B 

campuran 2008 02.06.01.05.05 

Kayu 2002 02.06.02.01.37 

cam pur 2002 02.06.02.04.01 

Tanah Uat 2002 02.06.02.06.41 

lumlah Hargil 

Jumlah 
Barang/ Harga Bell/ 

Register Perolehan 

9 10 

1 1,475.00 

1 315.00 

1 900.00 

1 600.00 

3,290.00 

Pengurus Barang 

NIP. 

NO. KODE LOKASI : 12.23.06.10.02.01.01 

Keadaan Barang 

Balk 

(B) 

11 

0 

0 

1 

1 

Kurang Rusak Keterangan 
Balk Be rat 
(KB) (RB) 

12 13 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

MALINAU, 1Januarl 2017 

Penanggung lawab Ruangan 

NIP. 

14 
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Lampiran-Iampiran 

.. 

Nom or 

Sifat 

lampiran 

Hal 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jln. Pusat Pamarintahan Fax. I Talp. (0553) 21223 

MALINAU 

005/593/SETOA 

Panting 

Undangan 

Malinau, 18 Jufi 2017 

Kapada 

Yth . .. I<"!:~ .. PE..~.tJ...: ...... . 

di-

Tern pat 

Sahubungan dilaksanakannya Panartiban Administrasi Barang Milil< 

Daarah Pamarintah Kabupatan Malinau maka diharapkan kahadiran 

Pangurus dan Panyimpan Barang SKPD untuk mcngikuti kegiatan 

tarsabut. Mengingat hal ini sangat panting, kahadirannya tidak bolah 

diwakilkan, rapat akan dilaksanakan pada 

H a ri Rabu 

Tanggal 19 Juli 2017 

Tampa! Ruang Laga Faratu Lt.! II Kantor Bupati Kabupatan Malinau 

Pukul 09.00 Wita 

Demikian disampaikan, alas perhatian dan kahadirannya diucapkan 

terima kasih. 

Plh. Sakretaris Daarah 
Kabu 

NB: - Diharapkan hadir 10 manit sabalum acara dimulai. 
- Mambawa data lnvantaris KIR dan KIB SKPD tahun 2016/2017. 

Tambusan kapada Yth: 

1. Bupaii Malinau (sabagai laporan) 
2. Arsip 

43408.pdf 



··------·---· ····------·-····-···· .. ________ .J 

PEMERJNTAH KABVPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten MaUnau, Tclp/Fax (0553) 21292 

MALIN AU 

Malinau, 11 Maret20l4 

Kepada 

Nomor : 028(001/Su\J.Asetllll/2014 Yth. Pengurus Biuang dan Penyi11pan 
BarangSKPD Sifat 

Lampiran 

hal : Undangan 

di-

Dalam rangka Tahapan Pelaksanaan Sensus Barang ]Vlilik Daernh_ .. 

Kabupaten Malinau tahun 2014, maka dengan ini _diinstruksikan kepada snudara 

untuk hadir pada : 

Hari !Tanggal Rabu /12 Maret 2014 

Tempat Laga Feratu 

Wakm : 08.00 \Vita 

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas p~rhatia:mya 

diucapkan terima kasib. 

l. Bupati Malinau (Scbagai La.poran) 

2. lnspektur lnspektorat Kab. Malinau 

\ 

43408.pdf 



Nomor 

Lamp. 

Perihal 

PEMERINTAH I(ABUPATEN MAliNAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan. Pusat Perkantoran Pemda Malinau Fax.ffelp: (0553) 21223 
MALINAU 

900/023/BPKAD-112016 

1 (satu) 

Sosialisasi Peraturan Bupati 

Kepada 

Yth. Kepala Dinas/Badan/ 

Kantor/Bagian Kp..11JL .... 
Kabupaten Malinau 

Di-

Malinau 

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang 

Perubahan Alas Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 180 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Malinau Nomor 205 Tahun 2014 Tentang 

Slstem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Diharapkan kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian, Kasubag Keuangan/PPK 

SKPD, Bendahara SKPD, pengurus dan penyimpan barang untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi Peraturan Bupati yang dimaksud, yang dilaksanakan pada: 

Hari ; Selasa 

Tanggal 

Pukul 

Tempat 

; 26 Januari 2016 

: 08.30wite 

: Ruang Laga Feratu 

Demikian disampaikan alas kehadira11 Bapakllbu disampaikan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Bupati Malinau 
2. lnspektur Kabupaten Malinau 

Malinau, 21 Januari 2016 

. .Plh Sckretaris Daerah 

. , :~~:,{~~~~o~~~~~;~~ ~alinau 
i\ •' \;·.·.~1\_E(:;t:) )~ 
\.·tDrs.':Heri~riiDamus, M.Si 

~NiP.;:.I~5~0i06 198603 1 015 

43408.pdf 



PEMEIDNTAH KABUPATEN .MAUNAU 
SEKRETARIAT .DAERAH 

JJ. Pusat Pcmcl'intah:m Kabupatcn .Malimm, Tclp!Fux (0553) 21292 

M.•\LJNAU 

Malinau, I I .Maret 2014 

Kepada 

Nomor : 900/060/Keu-lii/2014 Yth. Kepala Dinasll3adan/Kantor/Bagian/ 
Sifat 
Liunpimn Camat .. ~P.~ ............................ . 
hal : Undanean 

di-

Dalam rangka sosialisasi dari Tim BPK Rl. Pcrwakilan Kaltim di. Maliuau, 

maka dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk m~nghadirknn PPK/PPk-

SKPD/Kasubbag Sunram/PPTK!Bendahara/l'embantu Bendahara dan· Pengurus 

Barang di.lingkw1gan kelju saudara pada : 

Hari I Tanggal : Kamis /13 Maret 2014 

Tempat : Laga Fcratu 

\Vaktu : 09.00 \Vita 

Demikian disampalkan untuk dapat dilaksanakan, dan atru perhatiannya 

diucapkan terima kasih. 

Tcmbnsan Dismnm1ikan K·:pada Yth: 

I. lluJ"li Malinau (Sebagai l.nporan) 
2. lnsJl"k1ur lnspcklorat Kab. Malinau 

. '· 

'· 

· Pembina Utnma /IV c 
Nil'. 19630815198803 1 003 
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. "vtrJ(tf 

Su?.:; 
Lv.ny. 
P·ribs! 

Tembuson: 

.11.-Pusat Pemer\ntahan No.O l.Telp.(0553)-2-I .f 

MALIN AU 

: 900/ 008 /Keu/ 1/20 14 
: Pcnting 

: Undangan Sosialisasi &: Bimtek 

Malinau, 20 Januari 201 !I 

Kcpada 

Yth. l' l'I<IBrntl:thana dan 

l'4..' ngurus B~lrang SKJ>D 

Kabupalen !1-·lal inau 

di-

Schubungan dengan dindakunnya Bimtek pengd olaan keuangan dacrah 

kcpada selumh PPk, 13endaham Pengcluar:m. Bcndalmm Penerima dan Pcngurus 

Barang SKPD. maka bersama ini diharapknn kehadimn saudara dalam acat-a 

flim tek dimaksud pad:t: 

Tunggnl 

l'ukul 

Tcmpa! 

: -l s.d. 6 fcbruari ~0 1-l . 

: 08:30 t Wile) 

: Ruang Laga Fermu U . II Kanto r Bupat i 

Dt:mikian lJndangan in i disampaik :..~ n aws perhatian d!ln kc1jasanwnnya 

diucapkan terima kasih . 

Hrs. HE NOH IS f) ,\ MllS, i\- I.Si 
N II' . I'J590 106 198603 I 01 5 

I. /Jupoti A4ali1WII 
2. Jnspektur impL'ktorot Koh. Molinau 

'""t ,.. 
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t.-. 

n 

Nomor 
Sifat 
Perihal 

PEMERINTAH.~~UPATEN MALINAU 

SEKRETARJAT DAEAH 
Jln Pusat Perkantornn Kabupaten Malinau Telp. (0553) 21223 Fax. 21972 

MALINAU 77554 

: 028/007/Umset/Y2014 
: Segera 
: Penyampaian Kerangka Acuan 
Kerja dan Fonnulir Pengisian 
Pelaksanaan Sensus BMD 2014 

Malinau, 13 Januari2014 

Kepada 

Yth. Kepala, Inspektur, Badan, Kantor, 
Bagian di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Malinau 
di-

Sehubungan dengan Tahapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2014 akan memasuki tahapan Pengisian Formulir dan 

Kartu Oleh Pengurus Barang SKPD pada Bulan Februari - Maret 2014, maka 

bersama ini kami sampaikan kepada Kepala SKPQ selaku Pengguna Barang agar 

dapat memerintahkan kepada Pengurus Barang SKPD agar segera dapat mengisi 

Fonnulir dan Kartu Pelaksanaan Sensus BMD 2014 (Format Formulir!Kartu dan 

Tata Cara pengisian terlampir) 

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya 

.. _,._· 

~: . 

Plh. Sekretaris Daerah 
- · -Asisi¢,?·f>-dmi!fstrasi Urn urn, 

.~:~. 

·ors!~j,Jdris Damus. M.Si 
~g:•; I_?-590106 198603 I 015 

Tembusan kepada Yth : 
I. Bupati Malinau (sebagai laporan) 
2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan) 
3.Arsip. 

VuJ KobupoUnMIJ/ino;, 
.. T~rwujtuitrya Kabuparen Malinqu yang A man, Nyoman dan Dama; melalul Geraka11 De so Jfembanguan (GERDE.\!Aj • 

Yul Bag/an VI'IWm dan Aser 
"Tenvujudro'O PrJ:f!.r!lolaan Barnnr~IAf~t p,. ....... ~o.MJ. ~-~-" ,..._ .. ______ '" • 

43408.pdf 



r 

Eepada 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT KABUI•ATEN IVIALINAU 

Jl. Pusat J>crkantonm Telp/ Fax 0553-21223 

':--7:l.Kcpal:t Din:ts/Batl;tnllnspcktorat/]~:llltOJ'/Bnginu/Camat 
SeKabupaten :'\lalinau 

SFRA T EDARAi\' 
No: 900/ 508/Kcu/XII/2015 

TENTANG 
I<ELf:NGJ(APAN NOi\-JOR BARANG DAN 

KJR (KARTl! INVENTARIS RUANGAN) PEI'\GADAAN TAHUN 2015 

Sehubungan berakhir.nya Lahun c:nggaran .2015 dan dalam rangka persiapan audit 

Internal dan Ekstemai di!ingi<ungan Pemerintah }(abupaten Malinau dihara.-.kan setiap 

Pengurus dun Penyir:1pa.-. Barang SKPD d~pat mempersiapkan kelengkapan data sebagai 
berikat: 

'I 
I. Mek·hgkapi cian memasang .Penomoran Barang baik per.g~daan TA.2015 maupun 

barang basil mutasi dilingkungan S!\PD Pemerir.tah !\abupaten Malinau. 

2. Mempersiapkan dan Meiengkapi 1\!R ( 1\anu lnventaris !{uang ) di !ingkungan 
SI<PD Pemerintah 1\abupaten Malinau. 

3. Mempersiapkan laporan aset Baik Hardcopy maupu:-1 Softcopy guna kepenringan 
Audit External clan Internal. 

Demik!cn discm1paikan untuk c!i!aksaroakan dan atas l<erJasama yang baik diucapkan 
terimakasih. 

,j 

Tembusan: 
-Jnspeklorat 
-arsip 

I 

lvlalinau, 29 Desember 2015 

Pit.Sekre'taris Daerah Kabupaten Malinau 

"\ =-==--:::: ~ ~ 
~'\. 

Drs.Hendds Damus,M.Si 
Nip 19590106 198603 l 015 
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Ncmor 
Siiat 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
JNSPEKTORAT 

: 70Qf:;J. 8JKasubbagProg 
: Rahasia 
: N9ta Pengantar Pokok-pokok 
H~sil Pemeriksaan 

Malinau, 7' Januarl2017 

Kepada 
Yth. Kepala Dinas PM&D 

Kabupaten Malinau 
Di 

Sesuai Sural Tugas lnspektorat Kabupaten Malinau No. 56 /ltkab-MaiN

ST/Regil/2017 tangg·al, 29 November s/d 13 Desember 2016, bersama ini kami 

sam~~~~an Pokok-Pokok Temuan Hasil pemeriksaan Tim lnspektorat 

Kabu~ffen Malinau pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Malina~~-~- Tahun Anggaran 2016, dengan Pokok-pokok temuan sebagaimana 

tertua1 dalam Pokok-pokok Temuan Hasil Pemeriksaan terlampir. 

~~ohon kiranya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupalen Malinau selaku pengguna anggaran, dan Pimpinan Bagian. Kegiatan 

serta F>E;megang Kas Tahun Anggaran 2016 agar dapat memberikan.komentar 

sebagaimana temuan yang tertuang dalam pokok-pokok temuan hasil 

pemerik:saan inL Pokok-pokok temuan hasil pemeriksaan tersebut mohon 

dikembalikan setelah dikomentari dan ditandatangani paling lambat 1 (satu} 

minggu sejak Naskah ini kami sampaikan, sambil melakukan penyelesaian 

temuan dimaksud. 

!!lremikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

II 
! 

Ketua Tim, 

LukJ!~i Purwanto. SE 
Nip. 197.91001 200604 1 010 

IIi! 
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m J~ PENGROLAAN BARAN~ mVENTAms DAERAH ~-
";- As~rk Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Barang Pakai 

Habls. 
~: 

1. Pengelolaan barang miiik daerah dan Pengelo!aan barang pakai habis belum 

dike)ola secara tertib, ter~tur dan berkelanjutan. 
·.·: 

Kotiilisi 

Pad~ saat tim melakukan pemeriksaan administrasi pada aspek pengelolaan 

adcDlhistrasi barang milik daerah dan barang pakai habis ditemukan bahwa 

:~~~r~~:ran:an p~nyimpan barang belum membuat buku administrasJ, antara -

f"NOT Jenis Administrasi ! Ada Keterangan ) 

l l· . I : I r-nl)~kupenerrmaanbarang -·------r-----1 ..J I Belum di buat oleh-··--j 
! J J I I I ; j' ventans tahun 2015 dan 2016 i j pengurus barang I 
f--2-TEiuku pengeluaran -barin9---;---::---r-,-. --rsetl:im-ctlbuat-ote_h ___ ! 
i J <J,;eotori' '"""" 2015 d>o 2016 ( I J P"'!l"'~ """' j i 3 j Kartu pemeliharaan barang . v I Belum di buat oleh ' 

j__J_~~un 2015 dan~~~6 . . i J I pengurus barang 

J 4 1 B~ku penerimaan barang pakai i - j .v j Belum di buat oleh 

J I h~bis tahun 2015 dan 2016 [ j J penyimpan barang p-t Buku bara-ng-pakal-habiStahtin--~------=----~--7------LJ1 Belumdi buat-oleil ____ j 
! _j_~15 d~~-~ _ ___ _ ; l pe~y;mp':_" barang ____ ' 
~ 6 ! ~u barang tahun 2016 ' j v I Belum di buat oleh j 
I ' I I I I 1 

J , i 1 I penyimpan barang , 
[7-r~<a tu persediaanbarang-pakal-j-----:-- -,-, -!sell:imdlbuat oleh --: 
' I l ! L _ _jl,,[:f~ ta~ 2016·-----·-- _____ f ____ t__._} p=~~mp~t:_a~j 
! 8 H j3poran semestec tentar.g I - 1 ..j '[ Belum di buat oleh i 
j 'I I I 
i • ! p~nerimaan dan pengeluaran j ! i penyimpan barang I 
1 J p~kai habis tahun 2016 I I I I 
, __ l_ .. - ---·------ • -

~ Nota Ht;Sil PemeriicscCII (NJ-;J>) ... 

.. Sedct~ f'cr.J~er-Co.)iCcn MasycrC::Cer ~~c [cb..JOicter. Mch!)(N"4 
.. Tahvn AnggcrC.,."20l5,2016 -c 

iii: 

Vr$, Ir.sp<!iftorar Ka.bup:;zten .MDiiffrrJ 
-AferrJcd;/<on Ir.spi(rarar yang Hon~::t dar. Pro(t:siChDI ~bcgtli pe~,dcirmg re.rwu;udhytJ.Pem<~:rtf!fe.il::f! 

y.:r.g Eersih &rtgr:ggr.mgJawd::, ik!u:s Dati K9rups1, _Kcfvsi d::n {Ve;x;ris~'", 

r, .. II 
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f911 !.erita acara inventarisasi I arang persediaan/stock 

; Belum di buat oleh 

: penyimpan barang l ! i .. pname barang pakai habis per 

L j ! o~~~ber 201_6 __ . ______ . ___ __; 

Kriteria 

Hal._lhi tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tatJun 2007 tanggal 21 maret 

2oo?r Romawi II Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah angka 5 dan angka 6 

men~ebutkan : 
Poin(:5, Tugas Pengurus Barang; 

a. ~~;.; catat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing SKPD yang 

b sal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Jnventaris 

B
1

. ang (KIB), Kartu lnventaris Ruangan (KIR), Buku lnventaris (Bl) dan Buku 

~T;fntans lnduk (BII)_ sesua1 kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. 

b :i'!lakukan pencatatan barang milik daerah yang dipehhara/dlperbaikl kedalam 

k~; tu pemeliharaan. 

c. M ny1apkan laporan barang semesteran (LBPS) dan Laporan barang pengguna 

taHunan (LBPT) serta Laporan invenrtaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD 
:): 

kepada pengelola. 

d. M~nyiapkan usuian penghapusan barang milik daerah yang rusak atau iidak 

dipergunakan lagi. 

Pointi6, Tugas Penyimpan Barang: 

a. M<fnerima. menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah 

b. M_~neliti dan merighimpun dokumen pengadaan barang yang diterima 

c. ielit1 jumlah dan kualltas barang yang d1tenma sesuai dengan dokumen 

p gadaan 

d. M~ catat barang mii1k caerah yang diterima barang ke dalam buku/kartu/oarang 

. 1~"'" i•"'""' '""" <ori 

Nora Hcs1l ?~er<itseet'l (N;..i?} .,. 

._ Sed~ Pecnbefe!~I>G7\ }.•,csywGMct Oe-..::: Kc.:i:>uF~oten Jt,cfir.cu .. 

~ 1'chuiJ Ar-s:;~n 20J!I,ZC!6 • 

V,s; Inspeftr.-;rcr C~p41~n -'lafma:.. 
'~'At:r(J'wdikt::n Ir.speif.-tt:JnJ! y:P$ H~nd;:;f dan Pr~fe.Pctw~ .srbcgui p~oicrc"!i tcr.n~judtiytt P~mcrmruhtv: 

· ·. yar.s lkrs1h !krtcr.g;vr.g;a~ab. fkbas DDriiCon.:;w~ tafvsi da11 1\kpottSr,;e. ... 

!~ 

Fl' 
L::J. 
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J! barang inventaris 

b. Buk barang pakai habis 

c .. sW!'·J hasil pengadaan 
d. K~ tu barang 

":.·: 
e. Ka!tU persediaan barang 

e. Me~kamankan barang ~lik daerah yang ada dalam persediaan; dan 

f. Me[ribuat laporan penerimaan, penyaluran stock/persediaan barang mifik darah 

kepada kepala SKPD 

Sebai>· 

Kondisi disebabkan kelalaian Pengurus Barang dan Penyimpan Barang belum 

memtipat administrasi tersebut diatas serta kurangnya pengawasan dari atasan 

~r KoQdii\; tersebut mengakibatkan pengelolaan barang lnventaris pada Dinas 
. -! . 

Pe111rrdayaan Masyarakat dan Desa tidak akuntabel 

Komentar 

I~ 

~ Nota Hcs11 Pemehksco.n (NHP) • 
13.odcn Yember~Q!Oor~ Mcsycrckc.t t>eso k:obU""",..oten ,1,\o.finau-c 

~ TchunAnggor~ri-~015.2016 .,.. 

Vis1 I11spektqrot Kr:bvpi:IQ1 Molincu 
""M~njodikc:: Ins;:ckl.::rr;t ya119 Ha'ldcl da, Pro{esicncl sehagci pc.11dcr~ terwlljt.r.fnya Per;;en"ntahon 

yar.g lkrsih Serrar.sgur.g..fawab. Debes {):;t•i Kcrupsi, Kg/:4i d:m (Vepotisf!1e"'. 

lltl 
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p.',i. 
I 

3. Pen~~oran Kode Barang lnventaris pada Fisik Barang belum dilaksanakan. 

Ter1~.}pat 5 (lima) unit Barang lnventaris berupa Komputer PC pada Dinas 

Pell) erdayaan Masyaral<at dan Desa Tahun 2016 belum beri kode nomor barang 

pada· fis1k barang atas Keg1atan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Tahu·J Anggaran 2016. 

::J
;:{· 

Kondisi 
~ 

·'"~ 

Bard~~ lnventaris merupakan barang-barang milik pemerintah daerah yang 

penJ~daannya bertujuan untuk membantu kelancaran tugas-tugas pegawai negeri 

sipil j~alam melayiml masyarakat. dalam penatausahaan barang miHk daerah 

dilakcl~an 3 (liga} kegiatan yang meiiputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan 

pelapbran, ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) unit barang inventaris berupa 

Kom&uter PC belum diberi kode nomor barang pada fisik barang, antara lain : 
j) 

JNQTN~-~aJJln Jumtah ! T.ahUOf-~f Jumtati-~ Keadaan --~-""fKeterangan-; ! I isl orang Barang I Ponga 1 satuan 

1
, (Rp) L' Barnng I 1 

1 daan ! (Rp) l ' 
I I . I i ! 1 Baik~-Kura09Tkusakl i 
i ~ 1 I .L 1 Baik / Berat J 

f 1 j Ko1'puter t 2016 j 8 600 000.00 44 OCO 000 00 ! \! I -

1

. - i Beh;m 01oer• 

1 l PC I 1 . 'I I kc.:iencmo• 

1 I ) ! II I , i i ba,ang 
I l ::;, I • i [ padafosik LJj,.,... I ___ L___ l i __ ! _i ---~ 
L_~ -~~ __ j _____ L _______ l_"._~ooo.oo~~~-~---L_ ___ l ___ _L __ . _ j 

Krite ia 

Berd .. sarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 

Ped~~an Teknis Pengelolaan Barang MiHk Daerah pada Pedoman Teknis 

Pela·k~anaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Romawi VII. PENATAUSAHAAN 

ang~~ 5 (Lima) Kodefikasi huruf e.1. Pemasangan Kode Barang dan Tanda 

KepJiniiikan menyatakan bahwa : " Kode Barang dan Tanda Kepemilikan harus 

dica ~~mkan pada setiap Barang lnventaris, kecuali apabila ruang/ tempat yang 

I ~ 
L.:J ,.. No14 Hc.s1J ? · tl"'lksocn {NH?) '"' 

:k:dc..., P£!TI!x~ayocm Mosycrcltc~ Desc J;ob-vpoTen Malii\QIJ-4 

TGh~o"l\ AJ19S~~"\ l0l5,20Jb "" 

.··. · Vl,st lrup.rOt.tcrtJt ,;;:bl.fpcr~ll Mc.lin::w 
.: .. "'.Men;'odt!tm7 IlfS~fc.~t yar.g Fc.ndol dcr, ~rofn~l sU,o90i p~ndcrc19 r.:rr~n~4•ll;!r.;'.: Pt::n~r~r.rt::hor. 
·'· yar.g fkrs•h B.:rtr::r.gy.Jng_j::~~~ab .. Ekba~ Ocr; KDr::ps1: Kc!i;si den NcpcriJm.:-. 

IJ 
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-r· 
terse«ia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam Buku lnventaris (BI), Kartu 

lnveri.laris Barang (KIB) dan Kartu lnventaris Ruangan (KIR) ". 

Sebab 

Kondtsi tersebut diatas disebabkan kelalaian pengurus barang pada Dina.s 

pemgerdayaan masyarakat dan desa kabupaten malinau dan kurangnya 

peng~wasan dari atasan langsung sehingga kode nomor barang tidak dicatati 

dica~ mkan pada fisik barang. 

Aki~ 
Kond ji lersebut mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah belum tertib, 

teratJi dan berkelanjutan. 

Rekdrnendasi 

lnsp4Ftorat Kabupaten Malinau merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan 

MasArakat dan Desa Kabupaten Maiinau untuk member kode nomor barang 

terha(jap 5 unit Komputer PC serta menyampaikan foto dokumentasinya kepada 

lnsp~Rtorat Kabupaten Malnau 

Kom~ntar 

,.. Nota He:~>! Pb1ic:"iks~Jc.n {NH?) 4 

~ Bcd011 Pc:mb~:rcl.:yc.an Ma~ycrclcct ~~a K«tu~fl:n Mc.lirr.:o;.:..,. 

., Tchuri Ar199~~'1 2015.20~6 4 

·· ·. ~'isi Inspdcff;I'Qt Kcbo.-pcten ,'tfcla:ov 

Ill 
;~enJadikcn .insp<:it~~:;t y.:r.9 H~iaf den Prof~Sipr.cl se:bcri pcm!crc'!9 TCF'r<llljwiflya Perr,critJtah;;n 

yc~ G~:rs•h O~rranggvngj"""c~. &bas Dcri Kcrvpsi. Kclus1 CQn h~?CT•Vmr'". 
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